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PERATURAN DAERAH KABUPATEN lAMPUNG SELATAN
 

NOMOR 04 TAHUN 2008
 

TENTANG
 
\ 

URUSAN PEMERlNTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
•

BUPATI LAMPUNGSELATAN, 

- Menimbang: a.	 bahwa untuk mel8ksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerahdan melaksanakan 
Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 
tenlang Pembagian Urusan P&me<intahan antara Pemerinlah, 
Pemerintahan Daerah Provinti dan Pemerinlahan Daerah 
KabupaleniKola, penu secara khusus menelapkan Pembagian Urusan 
Pemerinlahan yang menjadi kewenangan Pemerinlahan Daerah 
Ka/i!Jpalen Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasal1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
tersebut di alas, penu menelapkan Peraturan Daerah tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selalan. ,-'. 

Mengingat: 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Penelapan Undang
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 
5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tenlang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kolapraja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selalan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4389); 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 



I :
 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang PerimOOngan 
Keuangan antara Pemerinlah Pusat dan Daerah (LemOOran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TamOOhan Lernoaran 
Negara Nomor 4438); 

5.	 Peraturan Pemerinlah Nemer 38 Tahun 2007 tentang PemOOgian 
Urusan Pemerinlahan antara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah 
Pravinsi dan Pemenntahan Daerah KabupateniKola (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan t.ernearsn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

Dengan Pel1letujuan eersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

dan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

Menelapkan :	 PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

,..... 
BABI
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung 8elatan; 

2.	 Pemerinlahan Daerah adalah penyelenggara unusan pemerinlahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tanun 1945. 

3.	 Pemerintah Daerah adalah Supati dan Perangkat Daerah seOOgai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Kabupaten Lampung 8elalan. 

4.	 Supati adalah Bupaf Lampung Selalan. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



6.	 Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang 
mempunyai balas-balas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
Pemelinlahan dan kepennngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendili 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7.	 Urusan Pemelintahan adalah fungsi-fungsi Pemelintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban pemelinlahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan 
dan mensejahlerakan masyarakat. 

8.	 Urusan pemelinlahan wajib adalah urusan pemelintahan yang waJib diselenggarakan 
oleh pemelinlahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi 
masyarakat. 

9.	 Urusan pemelinlahan pilihan adalah urusan pemelinlahan yang dipliolilaskan oleh 
pemelintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya 
mengembangkan potensi unggulan (co", competence) yang menjadi kekhasan daerah. 

10.	 Urusan pemelintahan sisa adalah urusan pemelintahan yang belum tennasuk dalam 
urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemelinlah Daerah 
sepanjang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BABII 
URUSAN PEMERINTAHAN 

Pasal2 

(1) Pemelintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerinlahannya menurut 
klitelia pembagian urusan pemelinlahan berdasarkan ekslemalilas, akunlabilitas dan 

• • • efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan anlar nngkalan dan/alau 
susunan pemerintahan. 

(2)	 Urusan pemelintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan Urusan Wajib 
dan Urusan Pilihan. 

(3)	 Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemelinlahan yang 
wajib diselenggarakan oleh Pemelinlahan Kabupaten Lampung Selatan, berkailan 
dengan pelayanan dasar. 

(4)	 Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a.	 pendidikan; 
b.	 kesehatan; 
c.	 peke~aan umum 
d.	 perumahan: 
e.	 penalaan ruang; 
f.	 perencanaan pembangunan; 
g.	 perhubungan; 
h. lingkungan hidup;
 

_i nertanahan;. _
 
,	 .-, 

k.	 pemberdayaan perempuan dan per1indungan anak; 
I.	 keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
m. sasial; 
n.	 kelenagake~aan dan kelransmigrasian; 
o.	 koperasi usaha keen dan menengah; 
p.	 penanaman modal; 
q.	 kebudayaan dan paliwisala; 
r.	 kepemudaan dan olah raga; 
s.	 kesatuan bangsa dan poliUk dalam negeli; 
t.	 otonomi daerah, pemelinlahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 

daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u.	 pemberdayaan masyarakat dan desa; 
v.	 staUstik; 
w.	 kearsipan; 
x.	 perpustakaan 
y.	 komunikasi dan intonnatika; 
z.	 per1anian dan kelahanan pangan; 

(5)	 Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemelinlahan yang,
•	 secara nyala ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahleraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah. 
{~\	 11",C!~n Pilih~n ~h~n~im~na dimaksud eada avat (5) meliouti : 



BABIII
 

PENYELENGGARAAN DAN
 
PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN PEMERINTAHAN
 

Pasal4 

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan 
berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesual dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku. 

PasalS 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria 
pembagian urusan pemerintahan yang menjadl kewenangannya, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten l.ampung Selatan dapal: 
a.	 menyelenggarakan sendlri; atau 
b.	 menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada 

pennerlntahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 

Pasal6 

Dalam hal pemerlntahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka 
pelaksanaannya berpedoman paoa mekanisme perundang-undangan yang ber1aku. 

Pasal7 

Penanggungjawaban Urusan Pemerintahan Wajib dan Pillhan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku. 

BABIV 

PENUTUP 

PasalS 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ,n' sepanjang mengenai petunjuk 
pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Supati. 

Pasal9 

Pada saat ber1akunya Peraturan Daerah ini, maka sagala ketentuan yang mengatur hal yang 
sarnadan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah In;dlnyatakan tidak ber1aku. 



k.	 pemberdayaan perempuan dan per1indungan anak; 
I.	 keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
m. sosial: 
n.	 ketenagakeljaan dan ketransmigrasian; 
o.	 koperasi usaha kecil dan menengah; 
p.	 penanaman modal; 
q.	 kebudayaan dan par1wisata; 
r.	 kepemudaan dan olah raga; 
s.	 kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t.	 otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 

daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u.	 pemberdayaan masyarakat dan desa; 
v.	 statistik; 
w. kearsipan; 
x.	 perpustakaan 
y.	 komunikasi dan informatika; 
z.	 pertanian dan ketahanan pangan; 

~ (5)	 Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah urusan pemerlntahan yang 
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan dan patensi daerah. 

(6)	 Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) melipuli : 

a.	 Kelautan dan Perikanan; 
b.	 Pertanian; 
c.	 Kehutanan; 
d.	 Energi dan Sumber Daya Mineral; 
e.	 Pariwisata; 
f.	 Industri; 
g.	 Perdagangan; dan 
h.	 Ketransmigrasian. 

(7)	 Rincian Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (4) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
teljlisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal3 

(1)	 Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 menjadi 
dasar penyusunan Organisasi dan Tata Kelja Perangkat Daerah Kabupaten. 

(2)	 Pembentukan Organisasi dan Tata Kelja yang berhubungan dengan pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



P.s.110 

Peraniran Daerah ini rnulal berlaku pada tanqqal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Dilelapkan di K.liand.
 
pada tanqqal 23 Juli 2008
 

BUPATI LAMPUNG SELA N, 

WENDY MELFA 

Diundanqkan di Kalianda 
pada tanqqal n Arrue tue 2008

',.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

RUSDI MALIKI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN 2008 NOMOR 04 



LAMPIRAN	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 04- =A:~lJ1T 2008 
TANGGAL13 AGlJSnUS 2008 

A. HIDANG PENDIDIKAN 

1. Kebijalran 

1.1 Kebijalran dan Standar 

a.	 Penetapan kebijakan operasional pendidikan eli kabupaten sesuai dengan 
kebijakan nasional dan provinsi. 

b.	 Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan 
perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 

e.	 Sosialisasi dan pe1ak.sanaan standar nasional pendidikan di tingkat 
kabupaten. 

d.	 Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 

e.	 Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, 
satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan 
nonformal. 

f.	 Penyelenggaraan danyatau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar 
bertaraf internasicnal. 

g.	 Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan daaar 
dan menengah berbasis keunggulan lokal. 

h.	 Penyelenggaraan dan I atau pengelolaan pendidikan bcrbasie keunggulan 
lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 

1,	 Pemberian dukungan eumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan 
tinggi. 

J.	 Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf 
internaaional. 

k.	 Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional 
untuk tingkat kabupaten. 

2. Pemblayaan 

a.	 Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal seeuai 
kewenangannya, 

b.	 Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. 

3. KurIlmlum 

a.	 Koordinasi dan superviet pengembangan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan pada pendidikan dasar. 

,
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b.	 Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia 
dint, pendidikan daaar, dan pendidikan menengah. 

c.	 Sosialisasi dan implementasi standar .isi dan standar kompetensi lulusan 
pendidikan daear. 

d.	 Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan 
pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 

e.	 Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pacta 
pendidikan dasar. 

4.	 8arana dan Prasarana 

a.	 Pengawaaan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana 
pendidikan anak: usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan nonfonnal. 

b.	 Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 

c.	 Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 

S.	 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

a.	 Perencanean kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal 
sesuai kewenangannya. 

b.	 Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan nonformal sesuai kewenangannya 

c.	 Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten. 

d.	 Peningkatan keeejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan pendidikan nonformal. 

e.	 Pembinaan dan pengembangan pendidik dan t.enaga kependidikan pendidikan 
anak: usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 
nonformal. 

f.	 Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonfonnal 
selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 

6. Pengend.allan Mutu Pendidikan 

6.1	 PenUalan Hasa BelaJar 

a.	 Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan pendidikan nonformal, 

b.	 Koordinaai, faailitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah 
skala kabupaten. 

c.	 Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten. 
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6.2	 Evaluasi 

a.	 Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenie 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan pendidikan nonfonnal skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 
pendidikan nonformal skala kabupaten. 

6.3	 Akreditasi
 

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonfonnal.
 

6.4	 PenJamiDaD Mutu 

a.	 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dint, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal d.alam penjaminan 
mutu untuk memenuhi etandar nasional pendidikan. 

b.	 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam 
penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 

c.	 Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal 
dalam penjaminan mutu. 

d.	 Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan 
skala kabupaten. 

B.	 BIDA!lG I'ESEHATA!l 

1. Upa,.. KesehataD 

1.1 Pencegahan dan Pemberantaaan Penyaldt 

a.	 Penyelenggaraan survailane epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa 
skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala 
kabupaten. 

c.	 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 
tertentu skala kabupaten. 

d.	 Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat 
bencana dan wabah skala kabupaten. 

1.2 LiDglru.ttgan Sehat 

a.	 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran 
lingkungan skala kabupaten. 

b.	 Penyehatan lingkungan. 

1.3	 Perbaikan Gtzi ldasyarakat 

a.	 Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten . 

b.	 Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. 

c.	 Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. 
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1.4 Pelayanan Kesehatan Perorangau dan Masyarakat 

a.	 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji ekala kabupaten. 

b.	 Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala 
kabupaten. 

c.	 Penyelenggaraan upaya kesehatan pada deeruh perbatasan, terpencil, 
rawan dan kepulauan skala kabupaten. 

d.	 Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

e.	 Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan 
oleh pemerintah dan provinsi. 

f.	 Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas 
C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompck, klinik 
umumyspesialie, rumah bersalin, 

2. Pemblayaan Kesehatau 

2.1 Pemb:layaan Kesehatan Masyarakat 

a Pengelolaanypenyelenggaraan, jamman pemeliharaan kesehatan sesuai 
kondisi lokal. 

b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas 
Pembantuan]. 

3. Sumber Daya Manuela Kesebatan 

3.1 PeDiugkatan Jumlah. Mutu dan Penyebaran Teoaga Kesehatan 

a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 

c. Pelatihan teknis skala kabupaten. 

d. Registraai, akreditasi, sertifikasi tenaga keeehatan tertentu skala 
kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. 

e. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. 

4. Obat dan Perbekalan Kesehatan 

4.1	 Ketersediaan. Pemerataan, Mutu Obat d.au Keteljangkauan Harp Obat serta 
Pel'bekalan Keaehatan 

a.	 Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat 
kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten. 

b.	 Pengambilan sampling/eontoh sediaan farmasi di lapangan. 

c.	 Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribu si sediaan farmasi. 

d.	 Pengawasan dan registraai makanan minuman produksi rurnah tangga. 

e.	 Sertifikasi alat keeehatan dan PKRT Kelas I. 

f.	 Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PEAK dan Industri Keci1 Obat 
Tradisional (IKOT). 

g.	 Pemberian izin apotik, toko obat. 
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5. Pemberdayaan Masyarakat 

5.1	 Pemberdayaan IDdividu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup 
Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM)
 

Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
 

6. Manajemen Kesehatan 

6.1	 Kebijakan 

Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang 
kesehatan. 

6.2 Penelltlan dan Pengembaugan Kesehatan 

a.	 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang 
mendukung perumusan kebijakan kabupaten. 

b.	 Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 

c.	 Implementasi penapiaan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala 
kabupaten. 

6.3 Kerjasama Luar Reger! 

Penyelenggaraan kerjasama lUM negeri skala kabupaten. 

6.4 Peningkatan Pengawasan daD Akwltabllitas 

Pembinaan, monitoring, evaluaei dan pengawasan skala kabupaten. 

6.5 Pengembangan Sistem lnformasl Kesehatan (SIlt)
 

Pengelolaan SIK skala kabupaten.
 

c. HIDANG PEKERJAAN UMUM 

1. SDmber Daya AIr 

1.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten . 

b.	 Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 
satu kabupaten. 

c.	 Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 
dalam satu kabupaten. 

d.	 Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah 
sungai dalam satu kabupaten. 

e.	 Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat daerah 
kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 

g.	 Pembentukan kornisi irigasi kabupaten. 

5 



1.2 PembfDaan 

a.	 Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, 
dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu 
kabupaten. 

b.	 Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan 
pengusahaan air tanah. 

c.	 Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelakeanaan 
pengelolaan sumber daya air pacta wilayah sungai dalam satu kabupaten. 

d.	 Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan.fatau 
pembongkaran bangunan danIatau saluran irigasi pada jaringan irigasi 
primer dan sekunder dalam daerah kabupaten irigasi yang berada dalam 
satu kabupaten. 

e.	 Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya 
air tingkat kabupaten. 

f.	 Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten. 

1.3 PemblUlgunan/ PengelolalUl 
~ 

a.	 Konservasi sumber daya air pacta wilayah sungai dalam. satu kabupaten. 

b.	 Pendayagunaan sumber daya air pacta wilayah sungai dalam satu 
kabupaten. 

c.	 Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 

d.	 Penyelenggaraan siatem informaei sumber daya air tingkat kabupaten. 

e.	 Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada 
daerah kabupaten irigasi dalam satu kabupaten. 

f.	 Operaei, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder 
pada daerah kabupaten irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang 
dari 1.000 ha. 

g.	 Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan 
pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 

1.4 PengemblUlpn Slatem IDformasl Kesehatan ISm) 

Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 
kabupaten. 

2. BlnaMaJp 

2.1 Penptoran
 

Pengaturan jalan kabupaten:
 

a.	 Perumusan kebijakan penye1enggaraan jalan daerah kabupaten/desa dan 
jalen kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan 
memperhatikan keserasian antar kabupaten dan antar kawasan. 

b.	 Penyusunan pedoman operasional penye1enggaraan jalan kabupaten/ 
deea dan jalan kota. 
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c.	 Penetapan status jalan kabupatenj deea dan jalan kota. 

d.	 Penyueunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan 
kabupatenjdesa danjalan kota. 

2.2	 Pembinaall
 

Pembinaan jalan kabupaten:
 

a.	 Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para 
aparatu r penyelenggara jelan kabupatenjdesa dan jalan kota. 

b.	 Pemberian izin, rekomendasi, dispenaasi dan pertimbangan pemanfaatan 
ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 

c.	 Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan 
kabupatenjdesa dan jalan kcta. 

2.3	 PembaaguDan dan Pengusahaan 

Pembangunan jalan kabupaten: 

a.	 Pembiayaan pembangunan jalan kabupatenjdesa dan jalan kota. 

'-----	 b. Perencanaan teknis, pem- programan dan penganggaran, pengadaan 
lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupa1enjdesa dan [alan kota. 

e.	 Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupatenjdesa dan jalan kota. 

d.	 Pengembangan dan pengetolaan manajemen jalan kabupatenjdesa dan 
jalan kota. 

2.4	 Pengawasan 

Pengawasanjalan kabupaten: 

a.	 Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupatenjdesa dan jalan kota. 

b.	 Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan 
kabupatenjdesa dan jalan kota. 

3. Perkotaall dan Pedesaan 

3.1 Pengatllr8ll 

a.	 Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan 
wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi) 

b.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan 
perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. 

3.2	 Pembinaall 

a.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan 
pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten. 

b.	 Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha daIam pembangunan 
perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. 

7 



3.3 Pembangunan 

a.	 Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan 
perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan 
mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 

b.	 Penyelenggaraan keriasama/ kemitraan antara pemerintah kabupaten/ 
dunia usahaj masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana 
dan prasarena perkotaan dan perdesaan dilingkungan kabupaten. 

c.	 Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah 
kabupaten. 

d.	 Pembentukan lembaga/ badan pengelola pembangunan perkotaan dan 
perdesaan di kabupaten. 

3.4 Penga_ 

a.	 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan perkotaan dan perdeeaan di kabupaten. 

b.	 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 

_. 4. Air Mlnum 

4.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan str'ategi 
pengembangan air minum di kabupaten. 

b.	 Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 

c.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten NSPK pelayanan PS air minum 
berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 

d.	 Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 

4.2 Pemblnaan 

a.	 Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah 
kabupaten. 

b.	 Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di 
wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan 
(operator) BUMD. 

4.3 PembaDgunan 

a.	 Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan 
pengembangan SPAM diwilayah kabupaten. 

b.	 Pengembangan SPAM diwilayah kabupaten urrtuk pemenuhan SPM. 

c.	 Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, 
pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam 
penyelenggaraan pengembangan SPAM. 

d.	 Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah adminiatrasi 
kabupaten. 
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e.	 Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air 
skala kabupaten. 

f.	 Penanganan bencana alam tingkat kabupaten. 

4.4 PengawaBan 

a.	 Pengawasan terhadap aeluruh tahapan penyelenggaraan 
pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 

b.	 Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di 
wilayahnya. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 

5. Air Llmbah 

5.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten kebijakan pengembangan PS 
air limbah di wilayah daerah kabupaten mengacu pada kebijakan 
nasional dan provinsi. 

b.	 Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air 
limbah diwilayah kabupaten. 

c.	 Penetapan peraturan kabupaten berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan provinei. 

d.	 Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kahupaten. 

5.2 Pemblnaan 

a.	 Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kerjasama dengan duma usaha dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten. 

c.	 Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah deea, serta 
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. 

5.3 PembaDgUDan 

a.	 Penye1enggaraan pembangunan PS air limbah untuk kabupaten dalam 
rangka memerruhi SPM. 

b.	 Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten. 

c.	 Penanganan bencana alam tingkat lokal (daerah). 

5.4 Pengawasan 

a. Monitoring penyelenggaraan PS air Iimbah di kabupaten. 

b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di 
kabupaten. 

c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM. 
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6.Persampahan 

6.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di 
kabupaten mengacu pada kebijakan naeional dan provinsi. 

b.	 Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan 
peraampahan eli wilayah kabupaten. 

c.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten berdasarkan NSPK yang 
ditetapkan oleh pemerintah dan provinei. 

d.	 Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten. 

6.2 PembJnaan 

a.	 Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha 
dan masyarakat dalam penye1enggaraan pengembangan PS persampahan 
kabupaten. 

b.	 Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta 
kelompok masyarakat di kabupaten. 

6.3 Pembangunan 

a.	 Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di 
kabupaten. 

b.	 Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten. 

6.4 Pengawasan 

a.	 Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di 
wilayah kabupaten. 

b.	 Evaluasi kinerja penye1enggaraan di wilayeh kabupaten. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 

7. Drainase 

7.1 PengatU1'lUl 

a.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten kebijakan dan strategi kabupaten 
berdaearkan kebijakan naeional dan provinai, 

b.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten NSPK drainase dan pematusan 
genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disueun 
pemerintah pusat dan provinsi. 

7.2 PembJnaan 

Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan 
pemarusan gerrangan di wilayah kabupaten, 
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8.2 Permuldman Kumuh/ Nelayan 

8.2.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten kebijakan dan strategi 
penanggulangan permukiman kumuhynelayan di wilayah 
kabupaten. 

b.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten tentang pencegahan 
timbulnya permukiman kumub di wilayah kabupaten. 

8.2.2 PembanguDan 

a.	 Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di 
kabupaten. 

b.	 Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuhynelayan 
dengan rueunewa. 

8.2.3 Pengawasan 

a.	 Melaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di 
wilayah kabupaten. 

b.	 Evaluasi pelaksanaan program penanganan pennukiman kurnuh di 
kabupaten. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian atas pe1aksanaan NSPK di 
kabupaten. 

8.3 Pembangu.nan Kawasan 

8.3.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten kebijakan dan strategi 
pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 

b.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten NSPK pembangunan 
kawasan di wilayah kabupaten. 

8.3.2 Pembangunan
 

Penye1enggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
 

8.3.3 Pengawasan 

a.	 Me1aksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan 
kawasan di wilayah kabupaten. 

b.	 Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di 
kabupaten. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian ataa pelaksanaan NSPK di 
kabupaten. 
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9. Bangunan Gedung dan Llngkungan 

9.1 Pengaturan 

a.	 Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan ged.ung dan 
lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 

b.	 Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung 
dan lingkungan. 

c.	 Penetapan ke1embagaan bangunan gedung di kabupaten. 

d.	 Penyelenggaraan 1MB gedung. 

e.	 Pendataan bangunan gedung. 

f.	 Penetapan persyaratan adminiatrasi dan teknis untuk bangunan gedung 
adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun eli 
lokasi bencana. 

g.	 Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
(RTBL). 

9.2 Pembinaan 

a.	 Pemberdayaan kepada masyarakat d.alam penyelenggaraan bangunan 
gedung dan lingkungannya. 

b.	 Pemberdayaan masyarakat dalam penye1enggaraan bangunan gedung dan 
lingkungan. 

9.3 Pembanguuao 

a.	 Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 

b.	 Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang 
menjadi aset pemerintah kabupaten. 

c.	 Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan 
dilestarikan yang berskala Iokal. 

9.4 PeDgawasan 

a.	 Pengawasan terbadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 
pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung 
dan lingkungannya. 

b.	 Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan 
pembongkaran bangunan gedung. 

c.	 Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan 
yang dilindungi dan dilestarikan yang berakala lokal. 

10. Jaaa KODstruksi 

10.1 Pengaturan 

Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 
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10.2 Pemberdayaan 

a.	 Pengem.bangan aistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah 
kabupaten yang bereangkutan. 

b.	 Penelitian dan pengembangan jasa kcnstr'uksi dalam wilayah 
kabupaten yang bersangkutan. 

c.	 Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat 
kabupaten. 

d.	 Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah 
kabupaten yang bersangkutan. 

e.	 Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam 
wilayah kabupaten. 

f.	 Penerbitan perizinan usahajasa konstruksi. 

10.3 Pengawasan 

a.	 Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang 
bersangkutan. 

b.	 Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib 
penye1enggaraan pekerjaan konstruksi. 

D. BIDAli'G PERUMAHAN 

1.	 Pembiayaan 

1.1 Pembangunan Baru 

a.	 Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang 
pembiayaan perumahan. 

b.	 Penyuaunan NSPM daerah kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 

c.	 Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen 
pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 

d.	 Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para 
pelaku eli tingkat kabupaten. 

-	 e. Pemberdayaan pelaku pasar dan paear perumahan di tingkat kabupaten. 

f.	 Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta 
penyelenggaraan rumah sewa. 

g.	 Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat 
kabupaten. 

h.	 Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di 
tingkat kabupaten. 
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1.2 Perbaikan 

a.	 Penetapan kebijakan, strategi., dan program kabupaten di bidang 
pembiayaan perumahan. 

b.	 Penyusunan NSPM daerah bidang pembiayaan perumahan. 

c.	 Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen 
pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 

d.	 Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan pecumahan kepada para pelaku eli 
tingkat kabupaten. 

e.	 Pemberdayaan pelaku pasar dan paear perumahan di tingkat kabupaten. 

f.	 Fasilitasi bantuan pembiayaan pecbaikanjpembangunan rumah swadaya 
milik. 

g.	 Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat 
kabupaten. 

h.	 Melakukan evaluasi penye1enggaraan bidang pembiayaan perumahan di 
tingkat kabupaten. 

, 
"'- 2. Pemblnaan Perumahan Formal 

2.1 PembanguDall Ban1 

a.	 Memberikan masukan penyusunan dan penyempumaan peraturan 
perundang-tmdangan bidang pernmahan. 

b.	 Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan eli kabupaten dengan peraturan perundang-undangan eli 
atasnya. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan 
pengembangan pada skala kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan induatri perumahan skala 
kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta 
kebijakan dan strategi nasional perumahan. 

f.	 Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 

g.	 Memanfaatkan badan uaaha pembangunan perumahan, baik 
BUMN ,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di 
bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, 
konsultan, kontraktor dan pengembang. 

h.	 Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan 
pengelolaan PSU akala kabupaten. 

L	 Melaksanakan hasil sosialisasi. 

j.	 Pelaksanaan kegiatan mela1ui pelaku pembangunan perumahan. 

k.	 Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 
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1.	 Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan 
perumahan, baik BUMN.BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, 
yang bergerak eli bidang usaha industri bahan bangunan, industri 
komponen bangunan, koneultan, kontraktor dan pengembang eli 
kabupaten. 

m.	 Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan 
pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 

n.	 Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten. 

o.	 Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten. 

p-	 Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan 
tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, 
perbatasan intemasional, pusat kegiatan, perdaganganjproduksi. 

q.	 Pembangunan praserana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan eli 
RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan 
pemeliharaan. 

r.	 Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah 
terpencil dan uji coba eerta faeilitaei pengelolaan, pemeliharaan kepada 
kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum. 

s.	 Pe1aksanaan pembangunan ru.m.ah untuk korban bencana dan khusus 
lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian. logistik penyediaan 
lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan. 

2.2 Perbaikan 

a.	 Perumusan kebijakan dan strategi. pembangunan dan pengembangan 
perumahan skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala 
kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau 
kecil, di kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 

e.	 Penetapan harga sewa rumah. 

f. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi,-. 
lintas kawasan se- kabupaten. 

2.3 Pemanfaatan 

a.	 Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta 
penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 

b.	 Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah 
klrueus, rumah nelayan, perbatasan intemasional dan pulau-pulau keci1. 

c.	 Pengelclaan PSU bantuan pusat. 

d.	 Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. 

e.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan 
pengelolaan perumahan. 
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f.	 Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan 
perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasionel. 

g.	 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan ruaun dan rusus. 

3.	 Pemblnaan Perumahan Swadaya 

3.1 Pemhangunan Baru 

a.	 Perumusan kebijakan dan stretegi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

b.	 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 

c.	 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 

d.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan stretegi kabupaten tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan 
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan etrategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

f.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebjjakan dan strategi 
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapaeitae pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 

g.	 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan 
perumahan swadaya di kabupaten. 

h.	 Pengkajian kebijakan dan peraturan kabupaten yang terkait dengan 
pembangunan perumahan swadaya. 

3.2 Pemuganm 

a.	 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

b.	 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 

c.	 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 

d.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan 
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

f.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi 
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 
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g. Sosialisasi kebijakan strategi, program 
pemmahan swadaya di tingkat kabupaten. 

dan NSPM pembangunan 

h. Pengkajian kebijakan dan peraturan kabupaten yang 
pembangunan perumahan swedaya. 

terkait dengan 

3.3 Perbalkan 

a.	 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

b.	 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 

c.	 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 

d.	 Koordinaai pelaksanaarr kebijakan dan strategi kabupaten tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan 
dan peningkatan kapasitas pe1aku pembangunan perumahan swadaya. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

f.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi 
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 

g.	 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan 
perumahan swadaya di kabupaten. 

h.	 Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait 
dengan pembangunan perumahan swadaya. 

3.4 Perluasan 

a.	 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelalcu pembangunan perumahan swadaya. 

b.	 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 

c.	 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat 
kabupaten. 

d.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan 
dan peningkatan kapasitas peIaku pembangunan pemmahan swadaya. 

e.	 Fasilitasi pelakeanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

f.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi 
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 
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g. Sosialisaai kebijakan strategi, program 
perumahan swadaya di kabupaten. 

dan NSPM pembangunan 

h. Pengkajian kebijakan dan peraturan kabupaten 
pembangunan perumahan swadaya. 

yang terkait dengan 

3.5 PemeUharaan 

a.	 Perurnusan kebijakan dan strategi. kabupaten tentang Iembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

b.	 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya, 

c.	 Penyueunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 

d.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi. kabupaten tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan 
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahen swadaya. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi. kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

f.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi. 
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 

g.	 Sosialisasi kebijakan strategi., program dan NSPM pembangunan 
perumahan swadaya eli kabupaten. 

h.	 Pengkajian kebijakan dan peraturan kabupaten yang terkait dengan 
pembangunan perumahan swadaya. 

3.6 Pemanfaatan 

a.	 Perumuaan kebijakan dan strategi. kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pe1aku pembangunan perumahan swadaya. 

b.	 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 

c.	 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya eli kabupaten. 

d.	 Koordinasi pe1aksanaan kebijakan dan strategi. kabupaten tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan 
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi. kabupaten tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan pernmahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

f.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi 
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahen, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 

19 



g.	 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan 
perumahan swadaya di kabupaten. 

h.	 Pengkajian kebijakan dan peraturan kabupaten yang terkait dengan 
pembangunan perumahan swadaya. 

4. Pengambangan Kawasan 

4.1 Sistem Pengembangan Kawasan 

a. Penetapan 
kawasan. 

kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan 

b. Penyusunan Rencana Daerah Kabupaten dalam Pem
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kab
Kabupaten). 

bangunan 
upaten 

dan 
(RP4D

c. Pembinaan teknie penyusunan RP4D di wilayahnya. 

d. Penyusunan RP4D eli wilayalmya. 

e. Monitoring dan evaluasi pe1aksanaan kebijakan dan strategi. 
pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten. 

f.	 Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan 
dan RP4D di wilayahnya. 

4.2 Kawaaan Skala Desar 

a.	 Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 

b.	 Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 

c.	 Pelaksanaan penyelenggaraan pem.bangunan dan pengelolaan kawasan 
skala beear di wilayalmya. 

d.	 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan skala beear di wilayahnya.. 

e.	 Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan skala besar di wilayabnya. 

4.3 Kawasan Khusus 

a.	 Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusua. 

b.	 Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan khueua di wilayahnya. 

c.	 Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan 
khusus di wilayahnya. 

d.	 Monitoring dan evaluaai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 

e.	 Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 
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4.4 Keterpaduan Prasarana Kawasan 

a.	 Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penye1enggaraan 
keterpaduan prasarana kawasan. 

b.	 Pembinaan teknis pe1aksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana 
kawasan di wilayahnya. 

c.	 Pelaksanaan penye1enggaraan ket.erpaduan prasarana kawasan di 
wilayahnya. 

d.	 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan 
prasarana kawasan di wilayahnya. 

e. Pengendalian pelaksanaan 
kawaaan di wilayahnya. 

penyelenggaraan keterpaduan prasarana 

4.5 KeserasiaD. Kawaaan 

a. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan 
keeeraeian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 

b.	 Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan 
lingkungan hunian berimbang <Iiwilayahnya. 

c.	 Pelakeanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian 
berimbang di wilayahnya. 

d.	 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian 
kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 

e.	 Pengendalian pe1aksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan 
lingkungan hunian berimbang eli wilayahnya. 

5. PembiILaan Rukam, Peraturau. Perundangan.Undangan dan Pertanahan untuk 
Perumahan 

5.1 PembanguDaJI Baru 

a.	 Pe1aksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 

b.	 Pe1aksanaan kesesuaian peraturan kabupaten dengan peraturan 
perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 

c.	 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 

d.	 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan di kabupaten. 

f.	 Pe1aksanaan fasilitasi penanganan maealah dan sengketa bidang 
perumahan di kabupaten. 

g.	 Faailitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan 
di tingkat kabupaten. 
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h.	 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan 
perumahan di kabupaten. 

1.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan eli 
kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan eesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

k.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

1.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengenda1ian pelaksanaan kebijakan daerah 
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan 
ruang dan penataan pertanahan. 

m.	 Fasi1itasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumaban di 
kabupaten. 

5.2 Pemugaran 

a.	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan keaeeuaian peraturan kabupaten dengan peraturan 
perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 

c.	 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan 
perlindungan hukum dalam bermukim eli kabupaten. 

d.	 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan eli kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

g.	 Fasilitaei penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan 
di tingkat kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan 
perumahan di kabupaten. 

1.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan eeeuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di 
kabupaten. 

j.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan eesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

k.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tenteng pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

1.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelakeanaan kebijakan daerah 
kabupaten tentang pembangunan perumahan eeeuai dengan penataan 
ruang dan penataan pertanahan. 
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m.	 Faeilitaai penyelesaisn eksternalitas pembsngunsn perumahan eli 
kabupaten. 

5.3 PerbaikaD 

a.	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan keseauaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan 
perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 

c.	 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepaetin hukum dan 
perlindungan hukum dalam bennukim di kabupaten. 

d.	 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pe1aksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan eli kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan ill kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan di kabupaten. 

g.	 Fasilitasi pcnyusunan, koordinasi dan eoeiahsaai NSPM bidang perumahan 
eli tingkat kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan laban untuk pembangunan 
perumahan di kabupatcn. 

1.	 Pe1aksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan eli 
kabupaten. 

J.	 Pe1aksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

k.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

1.	 Pelakeanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah 
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan 
ruang dan penataan pertanahan. 

m.	 Faeilitasi penyelesaian eksternasitas pembsngunsn perumahan eli 
kabupaten. 

5.4 PerluasaD 

a	 Pelak:sanaan penyusunan dan penyempum.aan peraturan perundang
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan 
perundang-undangan terkait eli bidang perumahan. 

c.	 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 
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d.	 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan eli kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan faeilitaei penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

g.	 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan 
eli tingkat kabupaten. 

h.	 Pe1aksanaan dan soeialieasi NSPM penyediaan Iahan untuk pembangunan 
perumahan eli kabupaten. 

1.	 Pelakeanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumehan sesuai dengan penataan r-uang dan penataan pertanahan eli 
kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

k.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan seeuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

1.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah 
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan 
ruang dan penataan pertanahan. 

m.	 Faeilitasi penyelesaian ekstemalitas pembangunan perumahan di 
kabupaten. 

5.5 Pemeliharaan 

a.	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang
undangan bidang perumahan eli tingkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan 
perundang-undangan terkait eli bidang perumahan. 

c.	 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepaetin hukum dan 
perlindungan hukum dalam bennukim eli kabupaten. 

d.	 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumehan eli kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahen eli kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

g.	 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan 
di tingleat kabnpaten. 

h.	 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan 
perumahan eli kabupaten. 
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1.	 Pe1aksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di 
kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

k.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

1.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah 
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan 
ruang dan penataan pertanahan. 

m.	 Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di 
kabupaten. 

5.6 Pem8.Dfaat8.D 

a.	 Pelakeanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan 
perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 

e.	 Pelaksanaan sosialisasi peraruran perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum dalam bennukim eli kabupaten. 

d.	 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan eli kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

f.	 Pelak:sanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang 
perumahan eli kabupaten. 

g.	 Fasilitasi penyusunan, koordinaei dan sosialiaasi NSPM bidang perumahan 
di tingkat kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan 
perumahan eli kabupaten. 

i.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan rueng dan penataan pertanahan di 
kabupaten. 

j.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

k.	 Fasilitaai pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

1.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah 
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan 
ruang dan penataan pertanahan. 

m. Fasilitasi penye1esaian eksternasitas pembangunan perumahan di 
kabupaten. 

2S
 



6. Pemblnaan IDdustri dan Telmologi 

6.1 Pembangunan Baru 

a.	 Pelakeanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pendayagunaan 
pemanfaatan hasil telmologi. bahan bangunan, eoaial ekonomi budaya 
serta PSU pendukung perumahan. 

b.	 Koordinaei pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan. dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya., serta PSU pendukung perumahan. 

c.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

d.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan 
bangunan, sosial ekonomi budaya., serta PSU pendukung perumahan. 

6.2 Pemugaran 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pendayagunaan 
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya 
serta PSU pendukung perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekoncmi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

c.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil telmologi dan bahan bangunan, 
soeial ekonomi budeya, Berta PSU pendukung perumahan. 

d.	 Pengawasan dan pengendalian pelakeanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologl dan bahan 
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

6.3 Perbaikan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pendayagunaan 
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya 
serta PSU penduktmg perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

c.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

d.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupatcn 
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan 
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

26 



6.4 Pemeliharaan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pendayagunaan 
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, eosial ekonomi budaya 
serta PSU pendukung perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan basil teknclogi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

d.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan 
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan , 

6.5 Pemanfaatan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pendayagunaan 
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya 
serta PSU pendukung perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendeyagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

c.	 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan basil telmologi dan bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

d.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan haail teknologi dan bahan 
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 

7. Pengembangan Pelaku. Pembangpnan Perumahan, pel'1lll serta Masyarakat dan 
Sosial Budaya 

7.1 Pembangunan Baru 

a	 Pelakeanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pe1aku pendukung pcmbangunan perumahan. 

e.	 Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan kabupaten, badan usaha, 
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 

f.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten. 
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7.2 Pemugaran 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

e.	 Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan kabupaten, baden usaha, 
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan., 

f.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
pemerintah, swasta dan maeyarakat di kabupaten. 

7.3 Perbaikan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

e.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

e.	 Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan kabupaten, badan usaha, 
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 

f.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten. 

7.4 Perluasao. 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

b.	 Koordinasi peIaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang 
pernberdayaan para pelaku pendukung pernbangunan perumahan. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

e.	 Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan kabupaten, badan usaha, 
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 

f.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten. 
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7.5 Peme1iharaan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

e.	 Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan kabupaten, badan usaha, 
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan pemmahan. 

f.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten. 

7.6 PemantaataD 

a.	 Pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang pemberdayaan para 
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

b.	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

c.	 Pengawasan dan pengendaJian pe1aksanaan kebijakan daerah kabupaten 
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang 
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 

e.	 Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, hadan usaha, dan 
kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 

f.	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten. 

E. HWANG PE1'IATAAN RUANG 

1. PengatUraD 

a.	 Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 

b.	 Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis 
parrtai. 

c.	 Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan 
wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan mango 

d.	 Penetapan kawasan strategis kabupaten. 

2.	 Pemblnaan 

a.	 Sosialisasi NSPK bidang penataan mango 

b.	 Sosialisasi SPM bidang penataan mango 

c.	 Pendidikan dan pelatihan. 
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d.	 Penelitian dan pengembangan. 

e.	 Pengembangan sistem informasi dan kormmikasi penataan ruang kabupaten. 

f.	 Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 

g.	 Pengembangan keeadaran dan tanggungjawab maeyarakat. 

3. PembauguDaJI 

3.1 Perencanaan Tata Ruang 

a.	 Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten 
(RTRWK). 

b.	 Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi.s 
kabupaten. 

c.	 Penetapan rencana detail tata ruang untuk RfRWK. 

3.2 Pemanfaatan RnaDg 

a.	 Penyusunan program dan anggaran daerah kabupaten di bidang penataan 
ruang. 

b.	 Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten, 

c.	 Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 

d.	 Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 

e.	 Pernanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas 
daerahjkabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat 
dan duma u.saha. 

f.	 Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 

g.	 Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RI'RWK dan Rencana Tata 
Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 

h.	 Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 

i.	 Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten dan kawaean strategis kabupaten. 

3.3 Pengendallan Pemanl'aatan Ruang 

a.	 Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

b.	 Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan etrategts kabupaten. 

C.	 Penyusunan peraturan zonaai se bagai pedoman pengendalian 
pemanfaatan ruang kabupaten. 

d.	 Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RI'RWK. 

e.	 Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 

f.	 Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian 
pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 

4.	 PeDgawasan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten. 
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F. BIDAlfG PERENCAlfAAlf PEMIIAlfGUNAlf 

1. Perencanaan dan PengendaU8D Pembangunan Daerah 

1.1 Perumus8ll Kebljakan 

a.	 Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 
pembangunan daerah kabupaten pada skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan perencanaan pembangunan kabupaten. 

c.	 Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, 
kecamatanjdesa. 

d.	 Pelaksanaan SPM kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan keIjasama pembangunan antar kabupaten dan antara 
kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri. 

f.	 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah 
kabupaten skala kabupaten. 

g.	 Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan 
perkotaan skala kabupatcn. 

h.	 Pe1aksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan 
perkotaan skala kabupaten. 

1.	 Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala 
kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan 
dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 

k.	 Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan 
pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 

1.	 Pelakeanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 

m.	 Pe1aksanaan petunjuk pe1aksanaan pelayanan perkotaan akala kabupaten. 

n.	 Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan 
perwilayahan skala kabupaten. 

o.	 Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan 
perwilayahan skala kabupaten. 

p.	 Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau 
kecil skala kabupaten. 

q.	 Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala 
kabupaten. 
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1.2 Bimblngan. KonBu1tasi dan KoordJDasi 

a.	 Kocrdinaai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 
kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan 
kebupaten skala kabupaten. 

c.	 Kerjasema pembangunan antar kabupaten dan antara kabupaten dengan 
swasta, dalam dan luer negeri skala kabupaten. 

d.	 Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar 
kecamatanjdesa dan antara kecamatanjdesa dengan swasta, dalam dan 
luar negeri skala kabupaten. 

e.	 Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkctaan skala 
kabupaten. 

f.	 Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelclaan kawasan dan lingkungan 
perkotaan eli daerah kabupaten kecamatanjdesa. 

g.	 Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. 

h.	 Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkctaan di keca.matanj 
desa. 

i.	 Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala 
kabupaten. 

J.	 Bimbingan, superviai dan konsultasi keseraaian pengembangan perkotaan 
dan perdesaan elikecamatanj desa. 

k,	 Pcngembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau keci1 skala 
kabupaten. 

1.	 Koneultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan 
ska.la kabupaten. 

m.	 Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan 
kawasan di kecamatanjdesa. 

n.	 Korrsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayeh 
dan kawasan skala daerah kabupaten. 

o.	 Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan 
kawasan di kecamatanj deea. 

1.3 Monitoring dan Evalnasi (Monev} 

a.	 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 
kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Penetapan perunjuk teknis pembangunan skala kecamatanjdesa. 

C.	 Pelaksanaan pem.antauan dan evaluaei pelaksanaan pembangunan daerah 
kabupaten kecamatanjdesa. 

d.	 Pelaksanaan monitoring dan evaluaai pelaksanaan kerjasama 
pembangunan antar kecamatanjdesa dan antara keca.matanjdesa dengan 
swaste, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 
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e.	 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan 
1ingkungan perkotaan skala kabupaten. 

f.	 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertingga1, 
pesieir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 

g.	 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan 
kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian 
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 

1.	 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan 
dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 

G. BIDANG PERHUBUl'IGAN 

1. PerhubllD.gau Darat 

1.1 Lalu Lluta. dau Anglmtau Jalau (LLAJI 

a.	 Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan 
kabupaten. 

b.	 Pemberian izin penye1enggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk 
'umum. 

c.	 Pengawasan dan pengendalian operaaional terhadap penggunaan jalan 
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 

d.	 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 

e.	 Penetapan lokaei terminal penumpang 'ripe C. 

f.	 Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 

g.	 Pembangunan pengoperasian terminal penumpang 'ripe A, Tipe B, dan Tipe 
C. 

h.	 Pembangunan terminal angkutan barang. 

i.	 Pengoperasian terminal angkutan barang. 

J.	 Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk 
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 

k. Penyueunan dan penetapan kelae jalan padajaringanjalan kabupaten. 

L Pemberian izin trayek angkutan perdesaanjangkutan kota. 

m.	 Penyuaunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang padajaringan 
jalan kabupaten. 

n.	 Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan 
taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 

o.	 Pemberian izin operaei angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 

p.	 Pemberian rekomendasi operaei angkutan sewa. 

q.	 Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 

r.	 Pemberian izin usaha angkutan barang. 
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e. Penetapan tarif penurnpang ke1as ekonomi angkutan dalam kabupaten. 

t. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan 
penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu 
lintaa, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serte fasilitas 
pendukung dijalan kabupaten. 

u. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dijalan kabupaten. 

v. Penyelenggaraan andalalin dijalan kabupaten. 

w. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan 
di jalan kabupeten. 

kecelakaan lalu lintas 

x. Penelitian dan 
mengakibatkan 
kabupaten. 

pelaporan kecelakaan 
korban meninggal dunia 

lalu lintas di 
dan! atau yang 

jalan yang 
menjadi ieu 

y. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotcr. 

z. Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya. 

aa. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan 
kabupaten. 

bb. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: 

Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. 

- Pemenuhan persyaratan teknis dan laikjalan. 

- Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. 

- Perizinan angkutan umum. 

cc. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di 
wi1ayah kabupaten. 

dd. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 

ee. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor. 

ff. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam 
satu wilayah kabupaten. 

gg. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum dijalan kabupaten. 

hh. Penentuan Iokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 

.ii. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 

jj. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. 

1.2 Lalu IJntas AnglmtaD SuDgal, Danau, daD Penyeberangan (LLASDP) 

a.	 Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan eungai dan danau 
dalam kabupaten. 

b.	 Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam 
daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 

c.	 Penetapan lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten yang terletak 
padajaringanjalan kabupaten. 

d.	 Pengadaan kapal SDP. 
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e. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 

f. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 

g. Pembangunan pelabuhan SDP. 

h. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 

i. Penyelenggaraan pe1abuhan sungai dan danau. 

J. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKrjDLKp pelabuhan 
penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan 
antar negara. 

k. Penetapan rencana induk, DLKrjDLKp pelabuhan SDP yang terletak pada 
jaringan jalan kabupaten. 

1.	 Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 

m.	 Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan 
kerambah di sungai dan danau. 

n.	 Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan traneportasi. 

o.	 Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pe1ayaran sungai dan 
danau kabupaten. 

p.	 Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas 
penyeberangan dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan 
kabupaten. 

q.	 Penetapan terif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam 
kabupaten. 

r.	 Pengawaean pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang 
terletak pada j aringan jalan kabupaten. 

s.	 Penetapan tarif jasa pe1abuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola 
kabupaten. 

t.	 Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan 
dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten. 

u.	 Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau. 

v.	 Pengawasan pengoperasian penye1enggaraan angkutan penyeberangan 
dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten. 

2. Perkeretaaplan 

a.	 Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. 

b.	 Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi: 

- Penetapan easaran dan arah kebijakan pengembangan sistem 
perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten; 

-	 Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknie kepada 
pengguna dan penyedia jasa; dan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten. 
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c.	 Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh baden 
usaha praearana kereta api. 

d.	 Penetapan izin penyelenggarean perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya 
dalam kabupaten. 

e.	 Penetapan jalur kereta api khusus yangjaringan dalam wilayah kabupaten. 

f.	 Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai 
jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada 
penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik danj atau Pemerintah Kabupaten. 

g.	 Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten. 

h.	 Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten. 

1.	 Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta 
api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten. 

j.	 100 operaei kegiatan angkutan orang danj atau barang dengan kereta api 
umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas 
pelayanannya dalam satu kabupaten. 

k.	 Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang 
merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang 
disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar 
kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten. 

3. Perhubungan !.aut 

a.	 Kapal berukuran tonase kotor sema dengan atau lebih dati 7 (GT 0::7) yang 
berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau] : 

- Pemberian surat izin berlayar. 

b.	 Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di 
perairan daratan (sungai dan danau) : 

- Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. 

- Pelakeanaan pengukuran kapal. 

- Penerbitan pas perairan daratan. 

- Pencatatan kapal da1am. buku register pas perairan daratan. 

'~_ - Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. 

- Pelaksanaan pemeriksaan pennesinan kapal, 

- Pelakeanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. 

- Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. 

- Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 

- Pemberian surat izin berlayar.
 

c.	 Kapal berukuran tonase kotor lebih dati atau sama dengan GT 7 (GT ~ 7) yang 
berlayar di leut. 

d.	 Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut : 

- Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. 
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- Pelaksanaan pengukuran kapal.
 

- Penerbitan pas kecil .
 

- Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
 

- Pe1aksanaan pemeriksaan konetruksi kapal.
 

- Pelaksanaan pemeriksaan penncsinan kapal.
 

- Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 

- Pelaksanaan pemeriksaan pcrlengkapan kapal.
 

- Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 

e.	 Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 

f.	 Pengelolaan pelabuhan lokallama. 

g.	 Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten. 

h.	 Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut intemasional hub, 
intemasional dan nasional. 

1.	 Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 

j.	 Rekomendasi penetapan Iokaei petabuhan umum. 

k.	 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 

1.	 Penetapan keputusan pelakeanaan pembangunan pelabuhan Iaut lokal. 

m.	 Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 

n.	 Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan Iaut lokal. 

o.	 Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 

p.	 Rekomendasi penetapan DLKrjDLKp pelabuhan laut interneeional hub. 

q.	 Rekomendasi penetapan DLKr jDLKp pelabuhan laut internasional. 

r.	 Rekomendaai penetapan DLKrjDLKp pelabuhan Iaut riasional. 

e.	 Rekomendasi penetapan DLKr jDLKp pelabuhan laut regional. 

t.	 Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 

u.	 Pertimbangan teknie terhadap penambahan dan j atau pengembangan fasilitas 
pokok pelabuhan laut loka!. 

v.	 lzin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khuaus lokal. 

W.	 lzin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 

x.	 Penetapan DUKS di pelabuhan Iokal. 

y.	 Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan 
pelayaran Iokal Ikabupatenykota}. 

z, lzin kegiatan pengerukan di da1am DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 

aa.lzin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut Iokal. 

bb. Penetapan pelayanan operaeional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut 
Iokal. 
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ee. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat] jam pelabuhan khusus 
lokal. 

dd. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan lUM negeri. 

ee. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pacta pelabuhan Iokal yang 
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. 

ff.	 Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan 
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat. 

gg. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi 
pada Iintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat. 

hh. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan Iaut nasional 
yang lingkup kegiatannya me1ayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten. 

11.	 Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perueahaan pelayaran rakyat yang 
lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan da1am satu kabupaten. 

ii- Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (trampery 
bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperaai pada lintas 
pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat. 

kk.Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (linerj dan 
pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi 
perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperaei pada lintas 
pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat. 

11.	 Izin usaha tally di pelabuhan. 

mm. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 

nn. lzin uaaha ekspedisijFreight Fonuarder. 

00. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat 
pengamanan (rambu-rambu}, danau dan sungai lintas kabupaten. 

pp.Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage 
serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya 
dalam kabupaten. 

4. PerhubuDgan Udara 

a.	 Pemberian rekomendaei penetapan lokasi bandar udara umum. 

b.	 Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokaai bander- udara 
umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat 
kantor adbandara. 

e.	 Penetapanjizin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat 
udara < 30 tempat duduk. 
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H. BIDAlfG LINGKUNGAlf HIDUP 

1. Pengendallan Dampak LiDgkDng&n 

1.1 Pengelo1aaD Limbah Bahan Berbahaya daD Beracun (H3) 

a.	 Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten. 

b.	 Izin pengumpulan limbah B3 pacta skala kabupaten keeuali minyak 
pelumas/ oli bekas. 

c.	 Pengawasan peJaksanaan pemulihan akibat pencemaran Iimbah 83 pada 
akala kabupaten. 

d.	 Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten. 

e.	 Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah 83 
kabupaten. 

f.	 lzin lokasi pengolahan limbah B3. 

g.	 Izin penyimpanan sementara limbah 83 eli industri atau usaha suatu 
kegiatan. 

1.2 ADallais Mengenal Dampak LiDgkungan (AMDAL) 

a.	 Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai 
dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan 
standar, norma, dan proeedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 

b.	 Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 

c.	 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup bagi jenia usaha illm./atau kegiatan yang wajib 
dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 

d.	 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup bagi. seluruh jenis usaha dan/ atau kegiatan di luar 
usaha danyatau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah 
kabupaten. 

1.3 Penge10laaD Kualttas Air d.a.D. PengendaUan Pencemuan Air 

a.	 Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 

b.	 Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 

c.	 Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten. 

d.	 Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten. 

e.	 Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin 
pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 

f	 Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pe1aksanaan 
penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat 
dan/atau kcadaan yang tidak terduga lainnya. 

g.	 Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 
skala kabupaten. 
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h.	 Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 

1.	 Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 

1..4 Pengelolaan Kualltas Uclara clan PengendaUan Pencemaran Udara 

a.	 Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak 
bergerak skala kabupaten. 

b.	 Pengujian emisi gas buang dan kebiaingan kendaraan bennotor lama 
secara berkala. 

c.	 Koon:linasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten. 

d.	 Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha danjatau 
kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari 
eumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 

e.	 Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 

1..5 Pengenclallan Pencemaran clanl atau KerusakaD Peslslr daD Laut 

a.	 Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah 
pesisir dan laut skala kabupaten. 

b.	 Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran danjatau kerusakan 
wilayah pesieir dan laut skala kabupaten. 

e.	 Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 

d.	 Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran danj atau 
kerusakan skala kabupaten. 

e.	 Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesieir dan Iaut skala 
kabupaten. 

f.	 Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesieir 
dan laut skala kabupaten. 

g.	 Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran 
danjatau kerusakan pesiair laut yang dike1uarkan oleh kabupaten atau 
yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. 

1..6	 Pengend A1J8 D Pencemal1lD dsm.1 atau KerusakaD Tanah aldbat Kebakaran 
Rutan clanl atau Laben 

a.	 Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala 
kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan danjatau lahan. 

b.	 Penanggulangan kebakaran hutan danjatau lahan skala kabupaten. 

e.	 Pengaweean atas pengendalian kerusakan danjatau pencemaran 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan danjatau 
lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala 
kabupaten. 

d.	 Pengendalian kerusakan danj atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran Irutan danjatau lahan skala kabupaten. 
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1.7	 Pengendalian Pencemaran danl atau Kerusakan TaDah untuk Kegiatan 
Proctuksi Biomassa 

a.	 Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan Iahan dan/atau tanah 
kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman 
berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasicnel. 

b.	 Penetapan kondisi laban dan/atau tanab. 

c.	 Pengawasan atas pengendalian kerusakan laban dan! atau tanah akibat 
kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala 
kabupaten. 

d.	 Pengaturan pengendalian kerusakan laban dan/atau tanah untuk 
produksi biomassa skala kabupaten. 

1.8 Penan.ggulangan Pencemaran dan Keru...qkan LingkangaD. Aldbat Bencana 

a.	 Penanggulangan pencemaran dan! atau kerusakan lingkungan akibat 
bencana skala kebupaten. 

b.	 Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 

c.	 Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan 
skala kabupaten. 

1.9	 Standar lIIaslonallndonesia (SM) dan Standar Kompetensl PenoonU Bldang 
Llngkungan Hidup 

Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil 
bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten. 

1.10 PeDgembangan Perangkat Ekonoml Lingkungan 

a.	 Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan inatrumen ekonomi 
untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk kabupaten yang 
bersangkutan. 

c.	 Penerapan instrumen ekonomi dalam. pengelolaan eumber daya alarn dan 
lingkungan. 

1.11 Penerapan Sistem Manajemen LlDgkungan, Ekolabel, Produksl Bersih, dan 
Teknologi Berwawassn Llngkungan 

Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, 
ekolabel, produksi beraih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang 
mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala 
kabupaten. 

1.12 Psndld1kan dan Pelatihan (D1k1at) 

a.	 Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan 
lingkungan hidup skala kabupaten. 
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1.13	 Pelayanan Bidang L1ngkungan Hidnp 

Penyelenggaraan pelayanan eli bidang pengendalian lingkungan hidup skala 
kabupaten. 

1.14	 Penegakan Hukum Lingkungan
 

Penegakan hukum lingkungan akala kabupaten.
 

1.15	 Perjanjlan Intemasional di Bidang PengendaUan Dampak Lingkungan 

a.	 Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas petjanjian internasional eli 
bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten. 

b.	 Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvenei dan protokol skala 
kabupaten. 

1.16	 Perubahan Ik1lm dan Perllndnngan Atmosftr 

a.	 Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim 
skala kabupaten. 

b.	 Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala 
kabupaten. 

c.	 Pemantauen dampak depoaiai asam skala kabupaten. 

1.17	 Labanotarlwn Llngkungan
 

Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan kabupaten.
 

2.	 Kana.,.".ai Sumber Daya AIam (SDA) 

a.	 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala 
kabupaten. 

b.	 Penetapan dan pelaksanaan kebijakan kcneervasi dan pemanfaatan 
berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 

c.	 Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman 
hayati skala kabupaten. 

d.	 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 
hayati skala kabupaten. 

e.	 Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala 
kabupaten. 

f.	 Pengembangan manajemen eietem informasi dan pengclolaan database 
keanekaragaman hayati skala kabupaten. 
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I.	 HWANG PERTANAHAN 

1.	 Izin Lolmsi
 

a, Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan perayaratan.
 

b.	 Kompilasi bahan koordinasi. 

c.	 Pelaksanaan rapat koordinasi. 

d.	 Pel.aksanaan peninjauan lokasi. 

e.	 Penyiapan berita acara koordinaei berdasarkan pertimbangan teknis 
pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis 
lainnya dari inetanai terkait. 

f.	 Pembuatan peta Iokasi sebagai Iampiran surat keputusan izin lokasi yang 
diterbitkan. 

g.	 Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 

h.	 Pertirnbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan 
izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. 

1.	 Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. 

2.	 Pengaclaan TaDah UntO: Kepentingao Umom 

a.	 Penetapan lokasi. 

b.	 Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

c.	 Pelaksanaan penyuluhan. 

d.	 Pelaksanaan irrverrtarisasi. 

e.	 Pembentukan Tim Penilai Tanah 

Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dati Lembaga/Tim Penilai Tanah. 

Pelaksanaan musyawarah. 

Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 

Pclaksanean pemberian ganti kerugian. 

Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 

Pelekeanaan pelepasan hak dan penyerahen tanah di hadapan kepala kantor 
pertanahan kabupaten. 

3.	 Penyelesalao Sengketa TaDah Garapan 

a.	 Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 

b.	 Penelitian terhadap obyek dan eubyek sengketa. 

c.	 Pencegahan meluesnya dampak sengketa tanah garapan. 
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d.	 Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-Iangkah 
penanganannya. 

e.	 Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan 
kesepakatan para pihak. 

4.	 PenyelesaJaD Masa1ah Gantl KeruglaD daD Santunan Tanah Untu.k: 
PembanguDaD 

a.	 Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 

b.	 Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 
pembangunan. 

5.	 Penetapan Subyek dan Obyek RecUstrlbusl TaDah, serta Ganti KerugiaD 
TaDah Kelebihan Makslmum dan TaDah Absentee 

a.	 Pembentukan panitia pertimbangan landrefonn dan sekretariat panitia. 

b.	 Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan 
subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan 
maksimum dan tanah absentee. 

e.	 Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 

d.	 Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek 
landrefonn berdasarkan hasil sidang panitia. 

e.	 Penetapan para penerima redietribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah 
absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 

f.	 Penerbitan sur-at keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah scrta ganti 
kerugian. 

6.	 Penetapan Tanah Ulayat 

a.	 Pembentukan panitia peneliti. 

b.	 Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 

c.	 Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 

d.	 Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 

e.	 Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah 
kepada kantor pertanahan kabupaten. 

f.	 Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat 

7.	 Pemanfaatan daD Penyelesalan Maaalah Tanah Kosong 

a.	 Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman 
pangan semusim. 

b.	 Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan 
untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan 
perjanjian. 
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c.	 Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan 
semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 

d.	 Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak 
yang akan memanfaatkan tanah dihadapanydiketahui oleh kepaIa desaflurah 
dan eamat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 

e.	 Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika 
salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 

8.	 Izln Membuka TaDah 

a.	 Penerimaan dan pem.eriksaan permohonan. 

b.	 Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah 
dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 

c.	 Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis 
dari kantor pertanahan kabupaten. 

d.	 Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. 

(Tugaa PembaDtwm) 

9. Perencanaan Penggunaan TaDah Wilayah Daerah 

a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. 

b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 

1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta 
persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 

2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 

3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik 
pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun Investasi swasta. 

rencana 

c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis 
dari instansi terkait. 

d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah, 

e. Pelaksanaan rapat koordinaei terhadap 
penggunaan tanah dengan instansi terkait. 

draft rencana letak kegiatan 

f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak 
kegiatan penggunaan tanah. 

g. Penyueunan draft final rencana Ietak kegiatan penggunaan tanah. 

h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan 
penjelasannya dengan keputusan bupatiywalikota. 

i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi 
terkait. 

j. Evaluasi dan penyesuaian rencana Ietak kegiatan penggunaan tanah 
berdaearkan perubahan RTRW dan perkembangan realiaasi pembangunan. 
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J.	 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPJL 

1. Pendaftaran Pend"d"k 

1.1	 Kebljakan
 

Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
 

1.2	 Soslallsasl 

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, SUPeIV1S1, dan konsultasi 
pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 

1.3	 PenyelengpraaD 

a.	 Koordinaei penyelenggaraan pendaftaren penduduk skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pe1ayanan pendaftaran penduduk dalam sietem 
administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi : 

1.	 Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan 
Nemer Induk Kependudukan (NlK); 

2.	 Pendaftaran perubahan alamat; 

3.	 Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik 
Indonesia; 

4.	 Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 

5.	 Pendaftaran pindah datang Antarnegara; 

6.	 Pendaftaran penduduk yang tinggal eli perbatasan antar negara; 

7.	 Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; 

8.	 Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 

9.	 Penatausahaan pendaftaran penduduk. 

1.4	 Pemaatauan dan Evaluasi 

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
skala kabupaten. 

1.5	 Pemblnaan dan Pengembangall su.mber Daya Manusla 

Pembinaan dan pengembangan sumber daya marrusia pengelola pendaftaran 
penduduk skala kabupaten. 

1.6	 Penga......... 

Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 

2. Pencatatan SlpU 

2.1	 Kebljalr:an
 

Penetapan kebijakan pencatatan eipil skala kabupaten.
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2.2	 Soslallsasl 

Faeilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi 
pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten. 

2.3	 Peoyelenggarsan 

a.	 Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten. 

b.	 Penye1enggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi 
kependudukan skala kabupaten meliputi : 

1.	 Pencatatan kelahiran; 

2.	 Pencatatan lahi:r mati; 

3.	 Pencatatan perkawinan; 

4.	 Pencatatan perceraian; 

5.	 Pcncatatan kematian; 

6.	 Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan 
anak; 

7.	 Pencatatan perubahan nama; 

8.	 Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; 

9.	 Pencatatan peristiwa penting lainnya; 

10.	 Pencatatan perubahan dan pembatalan ekta: 

11.	 Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan eipil; 

12.	 Pcnatausahaan dokumen pencatatan sipil. 

2.4	 Pemantauan daD Evaluasi 

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipiJ skala 
kabupaten. 

2.5	 Pemblnaan daD Peogembsogao Somber Daya MaDusla 

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan 
sipil skala kabupaten. 

2.6	 Peogawasao
 

Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
 

3. Peogelolaao Informasl Admlnlstrasl Kepeodudukao 

3.1	 Kebljakao 

Penetapan kebijakan pengelolaan informaei admirristrasi kependudukan skala 
kabupaten. 
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3.2 Sosiallsasl 

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi 
pengelolaan informasi administrasd kependudukan skala kabupaten. 

3.3 Penyelenggaraan 

a.	 Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala 
kabupaten. 

b.	 Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala 
kabupaten. 

c.	 Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan 
komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan 
sebagai ternpat pelayanan dokumen penduduk. 

d.	 Pelaksanaan aistem informasi adminietraei kependudukan. 

e.	 Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten. 

f.	 Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. 

g.	 Pembangurran tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 

h.	 Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi 
administrasi kependudukan. 

i.	 Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 

J.	 Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan 
kabupaten. 

k.	 Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran 
penduduk serta pencatatan sipil. 

3.4 Pemantauaa. dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluaai pengelolaan informaai administrasi kependudukan 
skala kabupaten. 

3.5 Pemblnaan daD Pengembangan Sumber Days Manuals 

Pembinaan dan pcngembangan sumber daya manueia pengelola informasi 
administrasi kependudukan skala kabupaten. 

3.6 Pengawasan 

Pengawasan atas pengelolaan .infcrmaei adminiatrasi kependudukan skala 
kabupaten. 

4. PerkembangBB Kependuduka.n 

4.1 Kebijakan 

a. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 
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b.	 Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan 
pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas 
dan peraebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten. 

4.2 Penyelenggaraan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan 
persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks 
pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 

b.	 Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan 
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran 
penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan 
kependudukan. 

c.	 Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan 
pengendalian kuantitas penduduk. pengembangan kualitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan 
persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan 
berwawasan kependudukan. 

d.	 Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan 
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran 
penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan 
berwawasan kependudukan skala kabupaten. 

4.3 Pemantauan dan Evaluasl 

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan 
persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan 
berwawasan kependudukan skala kabupaten. 

4.4 Pengawasan 

Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitaa penduduk, pengembangan 
kualitas penduduk, pengarahan mobilitasypenataan persebaran penduduk, 
perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan 
skala kabupaten. 

5. PeJencaoaan KependuduJran 

5.1 Kebijakan 

Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten. 

5.2 PenyelenggaraaD 

a.	 Penyeraaian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan 
lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam 
rangka tertib administrasi kependudukan. 

c.	 Pcnetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis 
dampak kependudukan skala kabupaten. 
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d.	 Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan inelikator, proyeksi, dan 
analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada 
khalayak sasaran. 

e.	 Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan seeara 
periodik. 

f.	 Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis 
dampak kependudukan untuk pereneanaan pembangunan berbasis 
penduduk skala kabupaten. 

5.3 PemaDtauan dan Evaluasi 

Pernantauan, evaluaai, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi 
penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan 
kependudukan skala kabupaten. 

5.4 PengawaSaD 

Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis 
dampak kependudukan, aerta penyerasian kebijakan kependudukan skala 
kabupaten. 

K. HWANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

1. PengarDsutamaan Gender (PUG) 

1.1 Kebijakan PelaksllJUlB.D PUG 

a.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten pelaksanaan PUG eli kabupaten. 

b.	 Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelalcsanaan PUG skala kabupaten. 

1.2 KelembagaaD PUG 

a.	 Fasilitasi penguatan ke1embagaan dan pengembangan mekanisme PUG 
pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, 
lembaga non pemerintah skala kabupaten. 

b.	 Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif 
gender skala kabupaten. 

e.	 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten. 

1.3 Pe1aksanaan PUG 

a.	 Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif 
gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. 

b.	 Pelalcsanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama eli 
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik 
skala kabupaten. 

e.	 Fasilitasi penyeeliaan data terpilah menurut jenis kelamin skala 
kabupaten. 
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2.	 KuaUtas ltidup dan PerUndungan Perempuan 

2.1	 Kebijakan Kualltas Hidup Perempuan 

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup 
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan 
sosial budaya skala kabupaten. 

2.2	 PenglntegrasiaD Kebljakan Kualitas Hldup Perempuan 

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam 
kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, 
lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten. 

2.3	 Koordinasl Pelaksanaan Kebljakan KuaUtaa ltidup Perempuan 

Koordinaei pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, Iingkungan, dan 
sosial budaya ekala kabupaten. 

2.4	 Kebljakan Perlind_ Perempuan 

Penyelenggaraan kebijakan daerah kabupaten perlindungan perempuan 
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, 
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah 
kabupaten konflik dan daerah kabupaten yang terkena bencana skala 
kabupaten. 

2.5	 Penglntegraalan Kebijakan Perlindungan Perempuan 

Faeilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan 
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, 
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah 
kabupaten konflik dan daerah kabupaten yang terkena bencana skala 
kabupaten. 

2.6	 Koordinasl PeJaksanaan Kebijakan PerUndungan Peremp1l8.D 

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama 
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut 
usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah 
yang terkena bencana skala kabupaten. 

3. Perlindungan Anak 

3.1	 Kebljakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 

a.	 Pe1aksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan 
anak skala kabupaten. 

b.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten untuk kesejahteraan dan 
perlindungan anak skala kabupaten. 

3.2	 PenglntegrasiaD Hak-Hak Anak dalam Kebljakan clan Program 
Pembangunan 
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Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan 
skala kabupaten. 

3.3 KoordiDaal Pelabanaan KeseJahteraan daD. PerUndungan Anak 

Koordinaei pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala 
kabupaten. 

4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunla Usaha 

4.1 Penguatan Lembagal Organl8",,1 Masyarakat dan Dunla Usaha untuk 
Pelaksanaan PUG daD PeDingkataD KeseJahteraan daD. PerliDdungan Anak. 

Fasilitasi penguatan Iembagayorganisasi masyarakat dan dunia usaha untuk 
pelaksanaan PUG dan pen:ingkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 
skala kabupaten. 

4.2 PengembangaD dan Pengnatan JariDgan Kerja Lembaga Masyarakat dan 
Dunia Usaha UDtuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan PerUndungaD. 
ADak 

a.	 Fasilitasi pengembangan dan penguatan janngan kerja lembaga 
masyarakat dan dunia usaha urrtuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan 
perlindungan anak skala kabupaten. 

b.	 Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk 
mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten. 

5. Data dan Inform""l Gender dan ADak 

5.1 Data TerpUah menurnt Jenls Kelamin dar! dl setlap Bldang Terkait 

Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informaai gender dan anak skala 
kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional. 

5.2 Data dan lDformasi Gender dan Anak 

a.	 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan 
penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analiaie, pemanfaatan dan 
penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 

5.3 Komunfk8si, Informasl dan Edukasi (KIE) 

a.	 Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data 
terpilah menurut jerrie kelamin, khusus perempuan dan anak skala 
kabupaten. 

b.	 Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan 
sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 

c.	 Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten. 
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L.	 BIDANG KELUARGA BEREI'ICANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

1. PeJayan8n Keluarga BerencaDa (KB) dan KesehataD. Reproduksi 

1.1	 Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan 
Partisipasi Pria, Penanggu.Jangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta 
Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi clan Anak 

a.	 Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi 
pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan 
hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan 
reprcduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan 
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta 
kelangaungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 

c.	 Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi, termasuk pelayanan KB eli rumah sakit skala kabupaten. 

d.	 Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Ka, sasaran peningkatan 
perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran 
u; Unmet Neecf', sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, 
serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 

e.	 Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB 
dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan 
masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan 
anak skala kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, 
penanggulangan masalah kesehatan reprodukei, serta kelangsungan hidup 
ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 

g.	 Pemantauan tingkat drop out peserta KB. 

h.	 Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan 
pembinaan penyuluh KB. 

1.	 Perluasan jaringan dan pembinaan pe1ayanan KB. 

J.	 Penyelenggaraan dukungan pe1ayanan rujukan KB dan kesehatan 
reprodukei. 

k.	 Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran ke1uarga 
berkehidupan seksual yang aman dan mernuaskan, terbebas dati 
HIV! AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 

1.	 Pembinaan penyuluh KB. 

m.	 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria 
dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 

n.	 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan 
kontrasepsi jangka panjang yang Iebih terjangkau, aman, berkualitas dan 
merata skala kabupaten. 
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o.	 Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara 
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miekin dan 
kelompok rentan skala kabupaten. 

p.	 Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi 
peserta mandiri skala kabupaten. 

q.	 Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi 
kesehatan reproduksi skala kabupaten. 

r.	 Pe1aksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB. 

2. KesehataD Reproduksl Remaja (KRR) 

2.1 KebijakaD dan Pelaksanaan KRR da.. PerliudllllJllUl Hak-Hak Reproduksl 

a.	 Penetapan kebijakan KRR, pencegaban H1V/ AIDS, IMS dan babaya NAPZA 
skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/ AIDS, IMS 
dan NAPZA skala kabupaten. 

c.	 Penetapan perkiraan easaran pelayanan KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS 
dan NAPZA skala kabupaten. 

d.	 Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR 
termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala 
kabupaten. 

e.	 Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS 
dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 

f.	 Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan 
mv/AJDS, 1MB dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan 
sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten. 

g.	 Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, 
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor 
LSOM skala kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan NAPZA baik 
antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 

i	 Penetapan sasaran KRR termasuk: pencegahan arv/ AIDS, IMS dan bahaya 
NAPZA skala kabupaten. 

J.	 Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, 1MB 
dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 

k.	 Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya 
KRR termasuk pencegaban H1V/ AIDS, IMS dan babaya NAPZA baik antara 
sektor pemerintah dengan sektor LSOM ekala kabupaten. 
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3. Ketahan8n dan Pem.berdayaaa Kelu8rga 

3.1	 KeblJalmn clan Pelalmanaan Pengembangan KetahaDan clan Pembenlayaan 
Keluarp 

a.	 Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan 
keluarga skala kabupaten. 

b.	 Penye1enggaraan dukungan pe1ayanan ketahanan dan pemberdayaan 
keluarga skala kabupaten. 

c.	 Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga skala leabupaten. 

d.	 Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten. 

e.	 Penyelenggaraan BKE, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra
melahirkan skala kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 

g. Pe1aksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan 
keluarga skala kabupaten. 

h. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, 
kewi.rausahaan dan manajemen usaha bagi. keluarga pra sejahtera dan 
keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok U5B.ha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKSI skala kabupaten. 

i.	 Pelaksanaan pendampinganj magang bagi para leader j anggota kelompok 
UPPKS skala kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas pennoda1an, tcknologi, dan 
manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten. 

k.	 Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten. 

4.	 PenguataD Pe1embagaan Ke1uarga Keen Berkualltas 

4.1	 KeblJalmn daD Pelalmanaan PenguataD Pelembagaan Keluarga Keen 
8erkualltaa daD JejariDg Program 

a.	 Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga 
kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan dukungan operasicnal penguatan pelembagaan keluarga 
keci1 berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 

c.	 Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan 
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 

d.	 Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan 
fungsional penyuluh KB. 

e.	 Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat 
Pedesaan./Perkotaan (IMp) dalam program KB nasional 
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f.	 Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 

g.	 Pendayagunaan pedornan pemberdayean dan penggerakan inetituei 
masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. 

h.	 Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB 
nasional. 

r.	 Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam 
mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh 
masyarakat dan tokoh agama. 

j.	 Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. 

k.	 Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 

1.	 Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. 

m.	 Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. 

n.	 Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB 
nasional dalam rangka kemandirian. 

o.	 Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB 
nasional di kabupaten. 

p.	 Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 

q.	 Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis 
kabupaten. 

r.	 Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan 
kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten. 

s.	 Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program 
peningkatan kinerja SDM. 

5. Advolrasl clan Komunllrasl, Informasi, clan Edulrasi IKIE) 

5.1 Kebijakan clan Pelalrasnaan Advolrasl claD KIE 

a.	 Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala 
kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan operasional advokasi KlE skala kabupaten. 

c.	 Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten. 

d.	 Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. 

f.	 Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan 
kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 

g.	 Pemanfaatan prototipe program KBjKesehatan Reproduksi (KR), KRR, 
ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga 
kecil berkualitas. 

h.	 Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV j AIDS, IMS, dan 
bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 
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6. Informas! dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga 

6.1 KeblJakan dan Pelaksanaan Data Mlkro Kependudukan dan Keluarga 

a.	 Penetapan kebijakan dan pengembangan infonnasi serta data rnikr'o 
kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan infcrmasi serta data mikro kependudukan dan keluarga 
skala kabupaten. 

e.	 Penetapan perkiraan sasaran pengembangan infonnasi serta data mikro 
kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 

d.	 Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan operasional sistem informaei manajemen program KB 
nasional. 

f.	 Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan 
dan keluarga. 

g.	 Pengelolaan data dan infcrmasi program KB nasional serta penyiapan 
sarana dan prasarana. 

h.	 Pemanfaaan data dan infonnasi program KB nasional untuk mendukung 
pembangunan kabupaten. 

I.	 Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e
government dan melakukan dieeminasi informasi. 

7.	 Keserasian Kebijalran KependudukaD. 

7.1 Penyeraslan dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan 

a.	 Penye1enggaraan kebijakan teknis operasional dan pelakeanaan program 
kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek 
kuantitas, kualitas, dan mobilitasJ dengan pembangunan di bidang 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di kabupaten. 

b.	 Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah kabupaten yang 
mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di kabupaten. 

e.	 Penyeraeian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di 
kabupaten. 

d.	 Pengkajian dan penyempumaan peraturan daerah kabupaten yang 
mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di kabupaten. 

8. Pembinaan 

8.1 KebJJakan daD. Pela'ksanaan Pembinaan 

Monitoring, evaluast, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program 
KB nasional di kabupaten. 
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M.	 BIDAJIIG SOSlAL 

1.	 Kebijakan Bidang Sosial 

Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan 
provinsi dan/atau nasional. 

2.	 Perencanaan Biclang Sosial 

Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten. 

3.	 Kerjasama Bidang Sosial 

Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten. 

4.	 Pemblmblng Bidang Soslal 

a.	 Koordinasi pemerintahan eli bidang sosial ekala kabupaten. 

b.	 Sinkronisasi dan harrnonieasi pelaksanaan pedoman dan standarisaei. 

c.	 Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan 
sertifikasi. 

d.	 Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, koneultasi, dan fasilitasi bidang 
sosial ekala kabupaten. 

5.	 Iclentifikasl dan Penanganan PenyandaDg Masalah Kesejahteraan Soslal 

Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten. 

6.	 Pengembang&n clan Pendayagunaan Patens! dan Sumber Kesejahteraan 
Soslal (PSKSI 

a.	 Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 

b.	 Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 

7.	 Pelaksanaan Program/Keglatan Bldang sosial
 

Pelaksanaan program! kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
 

8.	 PengawS8llIl BldaDg Soslal 

Pengawasan atas pelakeanaan uruaan pemerintahan bidang sosial skala 
kabupaten. 

9.	 Pelaporan Pelaksanaan Program eli B1daDg Soslal 

Pelaporan pe1aksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial. 

10. SaraDa dan Prasarana Sasia! 

Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten. 
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11. Pemblnaan Tenaga FungBional Pekelja Soslal 

a.	 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala 
kabupaten. 

b.	 Pengusulan ealon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala 
kabupaten. 

c.	 Pengusulan ealon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala 
kabupaten. 

12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 

Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten. 

13. Penganugerahan Taada Kehormatan 

a.	 Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya leneana 
kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubemur dan Menteri Sosial. 

b.	 Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten. 

14. NDal-uilai Kepah1awanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan 
Soslal 

14.1	 Pelestarian Nilai-NUai 

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta 
nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 
pusat atau provinsi skala kabupaten. 

14.2	 Pemellharaan Taman lIIakam PshlaWllD (TMP)
 

Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.
 

14.3	 Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis KemerdekaaD. 

Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan 
Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 

14.4	 Penyelenggaraan Peringatan Harl Pahlawan daD. Harl KesetlakawanaD 
Soslal Naslonal 

Penanggungjawaban penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari 
Keeetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten. 

15. PenaDgguJa..ngan Karban Bencana 

Penanggulangan korban bencana skala kabupaten. 

16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Soslall 

a.	 Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 

b.	 Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 
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17. Undian 

a.	 Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten hila diperlukan. 

b.	 Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten. 

18. Jaminan Sosial bagi Penysndang Cacat Fisik clan Mental, clan Lanjut Usia 
Tidak Potensia1 Terlantar, yang bera.sal dati Masyarakat Rentan daD Tidak 
Mampu 

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan 
mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan 
dan tidak mampu skala kabupaten. 

19. Pengasuban clan Pengangkatan ADak 

Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten. 

N. BWANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASlAN 

1. Ketenagakeljaan 

1.1 Kebijakan, perencanaan, Pemblnaan daD Pengawasan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah 
kabupaten dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 

b.	 Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 
skala kabupaten. 

c.	 Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
ketenagakerjaan skala kabupaten. 

d.	 Pembentukan ke1embagaan 8KPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 

e.	 Perencanaan tenaga kerja kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga 
kerja mikro pada instansijtingkat perusehaan, pembinaan dan 
penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten. 

1.2 Pemblnaan Sumbar Days Manusia (80M) Aparatur 

a.	 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria 
monitoring evaluasi pembinaan 8DM aparatur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 

b.	 Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM apar-atur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 

c.	 Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi 
pengembangan 8DM aparatur pelaksana urusen pemerintahan bidang 
ketenagakerjaan skala kabupaten. 

d.	 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daemh yang 
menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 
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e.	 Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang 
ketenagakerjaan eli instansi kabupaten. 

1.3 Pemblnaan PelatihaD dan 1'I'Odnlrtlvltas Tenaga Kelja 

a.	 Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja ekala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan program peningkatan produktivitas eli wilayah kabupaten. 

d.	 Penyelenggaraan perizinan{ pendaftaran lembaga pelatihan serta 
pengesahan kontrak{perjanjian magang dalam negeri. 

e.	 Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditaai lembaga 
pelatihan kerja skala kabupaten. 

1.4 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kelja Dalam Reger! 

a.	 Penyebarluasan infonnasi paaar kerja dan pendaftaran pencari kerja 
(peneaker) dan lowongan kerja. 

b.	 Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data 
lowongan kerja skala kabupaten. 

c.	 Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada 
pencaker dan pengguna tenega kerja skala kabupaten. 

d.	 Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 

e.	 Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja 
kabupaten. 

f.	 Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS 
dan Lembega Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten. 

g.	 Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPfKS dan lembaga 
penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala 
kabupaten. 

h.	 Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran 
bursa kerja/job fair skala kabupaten. 

i.	 Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan 
perempuan skala kabupaten. 

J.	 Penyuluhan, Rekrutmen, se1eksi dan pengesahan pengantar kerja, serta 
penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 

k.	 Penerbitan SPP AKL skala kabupaten. 

1.	 Penerbitan rekomendasi izin cperaaional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, 
lembaga eukarela Indonesia yang akan beroperaai pada 1 [eatu] 
kabupaten. 

m.	 Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan 
TKS dan lembaga eukarela skala kabupaten. 

n.	 Pendaftaran dan faeilitaei pembentukan TKM. 

o.	 Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi keIjanya dalam 
wilayah kabupaten. 
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p.	 Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam 
wilayah kabupaten yang bersangkutan. 

q.	 Pelaksanaan pelatihanjbimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan 
teknologi tepat guna skala kabupaten. 

r.	 Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha 
mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten. 

1..5 Pembiaacm dan Penempatan Tenaga Kerja Luar lfegerl 

a.	 Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi colon TKi di wilayah 
kabupaten. 

b.	 Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten. 

c.	 Fasilitaei pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral 
penempatan TKJ yang pe1aksanaannya di wilayah kabupaten. 

d.	 Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor eabang PPTKIS di wilayah 
kabupaten. 

e.	 Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan 
asalj alamat ealon TKI. 

f.	 Penyebarluasan eietem informasi penempatan TKI dan pengawasan 
penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten. 

g.	 Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke Iuar 
negeri skala kabupaten. 

h.	 Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 

1. Pemhinaan, pengawasan, dan monitoring 
perlindungan TKI di kabupaten. 

penempatan maupun 

j. Penerbitan 
kabupaten. 

rekomendaai perizinan tempat penarnpungan di wilayah 

k. Pelayanan kepulangan TKl yang berasal dari kabupaten. 

1.6 Pembinaan BubungaD Industrl dan Jamman Sosfal Tenaga Kerja 

a.	 Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala 
berlakunya dalam sam wilayah kabupaten. 

b.	 Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja 
dengan peruaahaan penyedia jasa pekerjajburuh yang skala berlakunya 
pada 1 (sam} wilayah kabupaten. 

c.	 Pencatatan PKWT pada perueahaan yang skala berlakunya dalam 1 [satu] 
wilayah kabupaten. 

d.	 Penerbitan izin operasional peruaahaan penyedia jasa pekerjajburuh yang 
berdomieili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara 
perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jaaa 
pekerja/ buruh yang aka1a ber1akunya dalarn 1 [satu] wi1ayah kabupaten. 

e.	 Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerjajburuh 
yang berdomisili di kabupaten etas rekomendaei pusat dan atau provinei. 
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f.	 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok 
kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten. 

g.	 Pe.mbinaan SDM dan Iembaga penyelesaian perselieihan di luar pengadilan 
skala kabupaten. 

h.	 Penyueunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan 
mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten. 

1.	 Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan 
industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. 

J.	 Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten. 

k.	 Penyustman dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten 
kepada gubernur. 

1.	 Pembinaan kepesertaanjaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten. 

m.	 Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan 
skala kabupaten. 

n.	 Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan 
industrial skala kabupaten. 

o.	 Verifikasi keanggotaan SP/SB skalakabupaten. 

p.	 Pencatatan organisasi pengusaha dan orgenisaei pekerjayburuh skala 
kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi. 

q.	 Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekeIja/buruh untuk 
duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan 
hasil verifikaei. 

1.7 Pembf n 8 8 D Ketenagakerjaan 

a.	 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala 
kabupaten. 

b.	 Pemerikaaanypengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan 
ketenagakerjaan skala kahupaten. 

c.	 Penerbitarryrekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan 
ketenagakerjaan skala kabupaten. 

d.	 Penanganan kaeueymelakukan penyidikan terhadap perusahaan dan 
pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan koordinaei dan audit SMK3 skala kabupaten. 

g.	 Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene 
perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategie skala 
kabupaten. 

h.	 Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma 
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis 
skala kabupaten. 

i.	 Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan ke1embagaan pengawasan 
ketenagakerjaan skala kabupaten. 
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J.	 Faeilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 

k.	 Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala 
kabupaten. 

1.	 Pengusulan calon peserta dildat pengawasan ketenagakeIjaan kepada 
pemerintah danyatau pemerintah provinsi. 

m.	 Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten 
kepada pemerintah. 

n.	 Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan 
skala kabupaten kepada pemerintah. 

o.	 Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada 
pemerintah. 

2. Ketnmsmlgra&iaD 

2.1 Kebijakan, Peeencenaan, PembiDaan dan Pengawasan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan 
kabupaten dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 

b.	 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang ketranemigrasian skala kabupaten. 

c.	 Integraai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian 
skala kabupaten. 

d.	 Pembentukan kelembagaan 8KPD bidang ketransmigraeian skala 
kabupaten berdaearkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 

e.	 Perancangan pembangunan transmigrasi kabupaten, serta pembinaan dan 
penyelenggaraan sistem informasi ketranemigrasian skala kabupaten. 

f.	 Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kctransmigrasian skala kabupeten. 

2.2 PembiDsaa SDY Apuamr 

a.	 Pelakeanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan 
monitoring, evaluasi pembinaan 8DM aparatur pelaksana uruaen 
pemerintahan bidang ketranemigrasian di pemerintah kabupaten. 

b.	 Perencanaan formasi, karir, dan dildat SDM aparatur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang ketransmigraaian eli pemerintah kabupaten. 

c.	 Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta 
evaluaei pengembangan SDM aparatur pelakeana urusan pemerintahan 
bidang ketransmigrasian eli pemerintah kabupaten. 

d.	 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang 
menangani bidang ketransmigrasian ekala pemerintah kabupaten. 

e.	 Pembinaen, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di 
bidang ketransmigraeian instansi kabupaten. 
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2.3 Penyiapan Perm.n1dman dan Penempatan 

a.	 Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT eli wileyah 
kabuparen. 

b.	 Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPI' atau LPT skala kabupaten. 

c.	 Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan 
WPT atau LPf skala kabupaten. 

d.	 Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan tranernigraei skala 
kabupaten. 

e.	 Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT 
skala kabupatcn. 

f.	 Penetapan alokaei penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPI' 
dan LPT skala kabupaten. 

g.	 Penyediaan data untuk penyueunan rencana teknis pembangunan WPI' 
atau LPT akala kabupaten. 

h.	 KIE ketransmigraaian skala kabupaten. 

I.	 Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka 
pembangunan WPI' atau LPT skala kabupaten. 

J.	 Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPr skala 
kabupaten. 

k.	 Penjajagan kerjaeama dengan kabupat.en lain. 

1.	 Pembuatan naskah kerjasama antar kabupaten dalam perpindahan dan 
penempatan transmigraei. 

m.	 Sinkrorrisasi pembangunan WPI' atau LPr dengan wilayah sekitar skala 
kabupaten. 

n.	 Pendaftaran dan seleksi calon tranemigran skala kabupaten. 

o.	 Penetapan status calon tranemigran skala kabupaten berdasarkan kriteria 
pemerintah. 

p.	 Peningkatan ketrarnpilan dan keahlian calon transmigran skala 
kabupaten. 

q.	 Pe1ayanan penampungan calon transmigran skala kabupatcn. 

r.	 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan pe:rmukiman 
dan penempatan tranamigran di wilayah kabupaten. 

2.4 Peagembang&n _;yaralmt dan Kawasan Transmlgrasi 

a.	 Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan 
transmigrasi skala kabupat.en. 

b.	 Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT 
dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 

c.	 Sinkronisaei pengembangan uaaha masyarakat eli WPI' atau LPT dengan 
wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 
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d. Sinkroniaasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT 
dengan wilayah sekitar dalam ekala kabupaten. 

e. Sinkronisasi penyeraaian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT 
atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 

f. Penyediaan data dan infonnasi tentang perkembangan WPr dan LPT skala 
kabupaten. 

g. Pengusulan calon WPr atau LPT yang dapat dialihkan 
pembinaan khususnya dalam skala kabupaten. 

tanggungiawab 

h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan 
masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten. 

2.5	 Pengarahan Dan Fasi1itasl PerpiDdahan Tnmsmlgrasl 

a.	 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian 
akala kabupaten. 

b.	 Penyediaan dan pelayanan informasi ketrensmigrasian skala kabupaten. 

e.	 Peningkatan motivasi perpindahan transmigraei skala kabupaten. 

d.	 Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan 
ketransmigrasian skala kabupaten. 

e.	 Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam 
dan daya tampung lingkungan skala kabupaten. 

f.	 Pemilihan dan penetapan kabupaten dan kelompok sasaran perpindahan 
tranamigraei skala kabupaten. 

g.	 Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitaei perpindahan transmigraai 
skala kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan ketjasama perpindahan transmigrasi dan penataan 
persebaran tranamigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten. 

1.	 Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan tranamigrasi dan 
penataan persebaran transmigraei. 

J.	 Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan 
transmigrasi. 

k.	 Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan 
informasi perpindahan transmigrasi. 

I.	 Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 

m.	 Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan 
konsoliasi penempatan transmigraai. 

n.	 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitaai 
perpindahan transmigraei di wilayah kabupaten. 
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O. BIDAl'IG KOPERASI DAl'I USAHA KEen. DAl'I MENENGAH 

1. Kelembagaan Koperasi 

a.	 Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta 
pembubaran koperasi. 

b.	 Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran 
koperaei dalam wilayah kabupaten. (Tugas Pembantuan) 

c.	 Fasilitasi pelakaanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi 
dalam wilayah kabupaten. 

d.	 Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut 
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam 
wilayah kabupaten. 

e.	 Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai 
dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten. 

f.	 Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten. 

g.	 Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di 
tingkat kabupaten. (Tugu Pembantuanl 

2.	 Pemberclayaan Koperas! 

Pe1aksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: 

a.	 Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai 
dengan kebijakan pemerintah; 

b.	 Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuetan laporan tahunan KSP 
dan USP dalarn wilayah kabupaten; 

c.	 Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 

d.	 Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP 
dan USP dalam wilayah kabupaten; 

e.	 Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten 
yang tidak melaksanakan kewajibannya; 

f.	 Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 
pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten. 

g.	 Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten. 

h.	 Perlindungan kepada koperaei d.alam wilayah kabupaten. 

3. Pemberdayaan UKM 

a.	 Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan ildim usaha bagi 
usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: 

- Pendanaanypenyediaan sumber dana, tata cera dan syarat pemenuhan 
kebutuhan dana; 

- Peraaingan;
 

- Prasarana;
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- Informasi; 

- Kemitraan; 

- Perijinan; 

- Perlindungan. 

b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: 

- Produksi; 

- Pemasaran; 

- Sumber daya manusia; 

- Teknologi. 

c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM d.i tingkat 
kabupaten meliputi: 

- Kredit perbankan; 

- Penjaminan lembaga bukan bank; 

- Modal ventura; 
, 
~ - Pinjarnan dati dana pengasihan sebagai laba BUMN; 

- Hibah; 

- Jenis pembiayaan lain. 

4. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM 
dalam wilayah kabupaten. 

P. BIDANG PENANAMAN MODAL 

1. KebijakaD Penanaman Modal 

1.1 KebijakaD Penanaman Modal 

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal 
kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal kabupaten 
dan rencana strategis kabupaten sesuai dengan program pembangunan 
kabupaten, berkoordinaai dengan pemerintah provinei. 

b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan 
dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan 
perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan 
pemerintah provinsi. 

c. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan kabupaten di bidang penanaman modal meliputi: 

Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan 
tertutup. 

Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan 
terbuka dengan persyaratan. 
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Penyiapan usulan bidang-bidang ueaha yang perlu dipertimbangkan 
mendapat prioritas tinggi di kabupaten. 

- Penyuaunan peta investasi kabupaten dan identifikasi pctenai sumber 
daya kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan 
sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, 
koperasi, dan besar. 

Usulan dan pemberian insentif penanaman modal ill luar faslitas fiskal 
dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten. 

d.	 Menetapkan peraturan kabupaten tentang penanaman modal dengan 
berpedoman pada keten tuan peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 

2. Pelaksana a n Kebijakan Penanaman Modal 

2.1 Kerjasama Penanaman Modal 

a.	 Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasiIitasi kerjaeama 
dengan dunia ueaha ill bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 

b.	 Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama 
internaaional ill bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 

2.2 Promosi Penaaaman Modal 

a.	 Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pe1aksanaan 
pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal ill 
tingkat kabupaten. 

b.	 Melaksanakan promoai penanaman modal kabupaten baik ill dalam negeri 
maupun ke luar negeri. 

c.	 Mengkaji, merumuskan, dan menyusun rnateri promosi skala kabupaten. 

2.3 Pelayanan Penanaman Modal 

a.	 Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan 
pelaksanaan pelayanan terpadu eatu pintu kegiatan penanaman modal 
yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan 
pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

b.	 Pemberian izin ueaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang 
menjadi kewenangan kabupaten. 

c.	 MeJaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instanei yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan 
kabupaten. 

d.	 Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman 
modal yang menjadi kewenangan kabupaten. 

2.4 PengendaJian Pelaksanaan Penanaman Modal 

a.	 Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian 
pelaksanaan penanaman modal ill kabupaten. 
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b.	 Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal, berkoordinaei dengan Pemerintah dan pemerintah 
provinsi. 

2.5 Pengelolaan Data dan Bistem IDformasi PeDanaman Modal 

a.	 Mengkaji, merumuakan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan 
dan pengembangan sistem informaai penanaman modal skala kabupaten. 

b.	 Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal 
yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah 
dan pemerintah provinsi. 

c.	 Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan 
realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten. 

d.	 Memutakhirkan data dan informaai penanaman modal kabupaten. 

2.6 Penyebarluasan, Pendidjkan dan Pelatihan Penanaman Modal 

a.	 Membina dan mengawasi pelakaanaan di bidang sistem informasi 
penanaman modal. 

b.	 Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, 
kerjasama Iuar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, 
pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala 
kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 

c.	 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala 
kabupaten. 

Q. BIDAJIIG KEBODAYAAJIJ DAJIIPARIWISATA 

1. KebljakaD Bldang Kebudayaan 

1.1 Kebudayaan 

a.	 Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai perllndungan HKI bidang kebudayaan. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaanyanugerah 
bagi insanjlembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 

d.	 Pe1aksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai kerja eama luar negeri di bidang kebudayaan skala 
kabupaten. 

1.2 Tradl.1 

a.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi serta penetapan kebijakan 
kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter 
dan pekerti bangsa. 
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b.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten dalarn pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten, 

1.3 Perfllman 

a.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
operasional perfilman skala kabupaten. 

b.	 Pemberian izin ueaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala 
kabupaten. 

c.	 Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, 
pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (YeD, DVD), pertunjukan 
film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media 
elektronik, dan tempat hiburan. 

d.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten di bidang kegiatan standariaasi profesi dan teknclogi perfilman. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai kerjasama Iuar negeri eli bidang perfilman. 

f.	 Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, 
perueahaan pereewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan 
evaluaei dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten. 

g.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai kegiatan standarisasi eli bidang peningkatan produksi 
dan apresiaei film skala kabupaten. 

h.	 Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten. 

1.4 Kesenlan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan 
penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 

b.	 Penerbitan rekomendasi pengmman misi kesenian da1arn rangka 
keIjasama luar negeri skala kabupaten. 

c.	 Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan 
lomba tingkat kabupaten. 

d.	 Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala 
kabupaten. 

e.	 Pemberian penghargaan kepada eeniman yang telah beIjasa kepada 
bangsa dan negara ekala kabupaten. 

f.	 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala 
kabupaten. 

g.	 Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset 
atau benda keeenian [karya aeni] skala kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan pembentukan danjatau pengelolaan puaat kegiatan kesenlan 
skala kabupaten. 
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i. Pelaksanaan 
kabupaten p
tradisional. 

kebijakan 
eningkatan 

nasionaljprovinsi 
bidang apresiasi 

dan 
sem 

penetapan 
tradisional 

kebijakan 
dan non 

J. Pelaksanaan kebijakan nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten dalam. rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
kesenian skala kabupaten. 

1.5 Sejarah 

a.	 Pelaksanaan pedoman nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten di bidang penulisan sejarah Iokal dan sejarah kebudayaan 
daerah skala kabupaten. 

b.	 Pelakeanaan pedoman nasionalyprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasiona!, sejarah wilayah, 
sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 

c.	 Pelaksanaan pedoman nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentaei sumber sejarah dan 
publikasi eejarah, 

d.	 Pelaksanaan pedoman nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap 
pengembangan sejarah. 

e.	 Penerapan pedoman peningkatan pernahaman sejarah dan wawasan 
kebangsaan skala kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan 
skala kabupaten. 

g.	 Pelaksanaan pedoman nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai database dan siatem informasi geografi sejarah. 

h.	 Pelaksanaan pedoman nasionaljprovinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten mengenai kcordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah ekala 
kabupaten. 

1.	 Pelakeanaan pedoman nasionaljprovinsi dan penetapan lrebijakan 
kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten. 

1.6 Porbakala 

a.	 Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional 
"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural 
and Natural Heritage" skala kabupaten. 

b.	 Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan 
BCBjsitus ekala kabupaten. 

c.	 Penetapan BCB/situs skalakabupaten. 

d.	 Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di 
kabupaten. 

e.	 Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 

f.	 Penerapan pedoman pendirian museum yang djrniliki kabupaten. 
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g.	 Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah an skala 
kabupaten. 

2. Pelaksanaan B1dang Kebndayaan 

2.1 Penyelenggaraan 

a.	 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 
kebudayaan skala kabupaten, meliputi: 

- Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti 
bangsa. 

- Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
lembaga adat. 

-	 Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. 

Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, Iembega adat 
dan masyarakat. 

-	 Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
lembaga adat. 

b.	 Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi: 

Pelaksanaan dan hasil kegiatan. 

Pengendalian dan pengawasan kegiatan. 

Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman 
penanaman nilai-rrilai budaya bangsa di bidang tradisi pada 
masyarakat. 

- Pelaksanaan peningkatan apreeiaei seni tradisional dan non tradisional 
tingkat kabupaten. 

Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. 

Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. 

c.	 Pengejuan usul rekomendasi pembebasan fiskal urrtuk kegiatan misi 
kesenian Indonesia ke luar negeri dati kabupaten. 

d.	 Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. 

e.	 Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiaai 
seni tradisional dan modern di kabupaten. 

f.	 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfi1man skala 
kabupaten. 

g.	 Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang 
dan berkala di tingkat kabupaten. 

h.	 Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 

1.	 Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film 
di kabupaten. 

J.	 Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. 
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k.	 Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video eli 
kabupaten. 

1.	 Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 

m.	 Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinai. 

n.	 Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. 

o. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. 

p , Pe1aksanaan kongres sejarah tingkat kabupaten di kabupaten. 

q.	 Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 

T.	 Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif naeional di 
kabupaten. 

s.	 Pelaksanean musyawarah kerja kabupaten bidang sejarah skala 
kabupaten. 

t.	 Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah 
di kabupaten. 

u.	 Pemetaan sejarah skala kabupaten. 

v.	 Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten. 

w.	 Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs 
warisan budaya dunia skala kabupaten. 

x.	 Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten. 

y.	 Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada prcvinai dan penetapan 
BCB/situs skala kabupaten. 

z.	 Penyelenggaraan kerjaeama bidang perlindungan, pemeliharaan, 
pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 

aa. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam 
perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 

bb.Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 
(empat) millaut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 

cc. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten. 

dd.Registrasi museum dan koleksi di kabupaten. 

ee. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten. 

ff Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten. 

3. Kebljakan Bldang Keparlwlaataan 

3.1 Kebijakan 

a.	 Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala 
kabupaten : 

RIPP kabupaten. 

Pelakeanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan 
kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. 
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Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinai serta penetapan 
kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisaei bidsng pariwisata, 

Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman 
pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 

Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinai serta penetapan 
kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha 
pariwisata skala kabupaten. 

Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala 
kabupaten. 

Penetapan dan pelaksanaan pedoman partieipasi dan penyelenggaraan 
pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten. 

Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya 
wisata skala kabupaten. 

- Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala 
kabupaten. 

b.	 Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan kerjasama intemasional pengembangan destinasi pariwisata 
skala kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala 
kabupaten. 

e.	 Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten. 

4. Pelallllanaan BldaDg KepariwiBataaD 

4.1 Penyelenggaraan 

a. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: 

Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten 
menerima peserta grup widya wieata. 

serta mengirim dan 

Pesertaypenyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sarna dengan 
pemerintah / prcvinai. 

Pengadaan serena pemaearan skala kabupaten. 

Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwieata di dalam negeri 
skala kabupaten. 

Penyediaan informasi pariwisata ke 
pariwisata provinsi dan pembentukan 
pariwisata skala kabupaten. 

pusat 
pusat 

pelayanan 
pelayanan 

informasi 
informasi 

Pelaksanaan event promoei 
pemerintah dan prcvinsi. 

di luar negen dengan koordinasi 

b. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 

c. Penerapan brandinq pariwisata naeional dan penetapan taqline pariwisata 
ekala kabupaten. 
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5.	 Kebljakan Dldang Kebudayaan dan Parl_ta 

a.	 Rcncana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwieata 
naeional skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kebijakan nasionel/provinei dan penetapan kebjjakan 
kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan 
pariwieata skala kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan nasionalyprovinsi dan penetapan kebijakan kabupaten 
penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten 
berkoordinaei dengan Balai Arkeologi. 

R. DIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAR RAGA 

1. Kepemudaan 

1.1 Kebljakan eli bldang Kepemudaan
 

Penetapan kebijakan eli bidang kepemudaan skala kabupaten :
 

a.	 Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. 

b.	 Pengembangan kemitraan pem.erintah dengan masyarakat dalam 
pembangunan. 

c.	 Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. 

d.	 Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. 

e.	 Kemitraan dan kewirausahaan. 

f.	 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPfEK) dan keimanan 
ketaqwaan (IMTAQ). 

g.	 Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. 

h.	 Pengaturan eistem penganugerahan prestasi. 

1.	 Peningkatan prasarana dan sarana. 

j.	 Pengembanganjaringan dan sistem informasi. 

k.	 Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. 

1.	 Pembangunan kapaaitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. 

m.	 Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif. 

1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten: 

a.	 Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinei, nasional dan 
internasional, 

b.	 Fasilitasi dan dulrungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala 
kabupaten. 

c.	 Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 
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d.	 Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. 

e.	 Kerjasama antar kecamatan ekala kabupaten, provinsi, pemerintah dan 
internasional. 

1.3 KoordJDasi 

Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten : 

a.	 Koordinasi antar dinas instansi terkait. 

b.	 Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. 

c.	 Kocrdinaei antar kecarnatan skala kabupaten. 

1.4 PemblDaan daD Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten: 

a.	 Pembinaan terhadap organieasi kepemudaan. 

b.	 Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 

c.	 Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di 
bidang kepemudaan. 

d.	 Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan 
urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 

e. Pembinaan pemberian bimbingan, 
pemerintahan di bidang kepemudaan. 

superviai dan koneultasi urusan 

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 

g. Pcmbinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan 
evaluaai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepem.udaan. 

dan 

h. Pengaturan pengawaean 
bidang kepemudaan. 

terhadap pelaksanaan norma dan standa dir 

2.01ahraga 

2.1	 KebijakaD d1 BldaDg Keolahragaan 

Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten : 

a.	 Pengembangan dan keaeraaian kebijakan olahraga. 

b.	 Penyelenggaraan keolahragaan. 

c.	 Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 

d.	 Pengelolaan keolahragaan. 

e.	 Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. 

f.	 Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana clahraga. 

g.	 Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 

h.	 Pendanaan keolahragaan. 

1.	 Pengembangan IPTEK keolahragaan. 

J.	 Pengembangan keIjasama dan .informasi keolahragaan. 
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k. Pengembangan kemitraan 
pembangunan olahraga. 

pemerintah dengan masyarakat dalam 

1. Peningkatan 
masyarakat. 

peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta 

m. Pengembangan manajemen olahraga. 

n.	 Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. 

o.	 Pengembangan IPI'EK olahraga. 

p.	 Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina oIahraga. 

q.	 Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. 

r.	 Pengaturan siatem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan 
pelaku olahraga. 

a.	 Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat 
keolahragaan. 

1.	 Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. 

u.	 Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. 

v.	 Kriteria lembaga keolahragaan. 

w.	 Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan 
kebugaran jasmani masyarakat, 

2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten : 

a.	 Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan 
intemasional. 

b.	 Faeilitaai dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala 
kabupaten. 

c.	 Kerjasama antar keeamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan 
internasional. 

d.	 Pembangunan dan penyediaan prasarana dan serena olahraga. 

e.	 Pendanaan keolahragaan. 

f.	 Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 

g.	 Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 

2.3 Koordlnaa1 

Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten : 

a.	 Koordinasi antar dinaayinstansi terkait. 

b.	 Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. 

c.	 Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan. 
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2.4 Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten : 

a.	 Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 

b.	 Pembinaan terhadap kegiatan keolalrragaan. 

c.	 Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. 

d.	 Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga 
unggulan. 

e.	 Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di 
kabupaten. 

f.	 Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 

g.	 Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan 
eval'uasi pelaksanaan uruean pemerintahan di bidang keolahragean. 

h.	 Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar eli 
bidang keolahragaan. 

1.	 Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. 

j.	 Pcngawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. 

k.	 Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaranj dana. 

8. BIDANG KESAnJAN BANGSA DAN POLITIK DALAll! lIlEGERl 

1. Blna Ideologl dan WaW8san Kebangsaan 

1.1 Penetapan Kebljakan Penyelenggaraan PemeriD.taban 

Penetapan kebijakan operaeional [merujuk kepada kebijakan umum nasional 
den kebijakan teknis provinsf di bidang k~4IDaI;1an ideologi negara, wawasan 
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsean dan penghargaan 
kebangsaan skala kabupaten. 

1.2 Pelaksanaan Kegiatan 

PeIaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan 
kebangsaan skala kabupaten. 

1.3 Pembjnaan Penyelenggaraan PemeriDtahan 

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, 
desa dan masyarakat {bimbingan, supervisi dan koneultasi, perencanaan, 
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan 
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah 
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten. 

1.4Pengawasan Penyeleoggaraau PemeriD.tahan 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa 
Q~ masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, 
bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan 
skala kabupaten. 
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1.5 Penlngkatan Kapasitas Aparatur 

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi 
.negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan 
penghargaan kebangsaan skala kabupaten. 

2. Kewaspadaan 1'I...lona! 

2.1 Penetapaa. Keb:ljakan Penyelenggaraan Pemeril1tahan 

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan 
umurn nasional dan kebijakan teknis provinai] di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, 
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik soeial, pengawasan 
orang asing dan lembaga asing skala kabupaten. 

2.2 Pelaksanaan KegfataD 

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan 
kebangsaan skala kabupaten. 

2 ..3 Pemb:IDaaD. Penyelenggaraan Pemeri.Dtahan 

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dl kecamatan, kelurahan, 
desa dan masyarakat [koordinasi, bimbingan, superviai dan koneultasi, 
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang 
kewaspadaan dini, kerjaeama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan 
tenaga kerja, penangenan konflik pemerintahan, penanganan konflik soeial, 
pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten. 

2.4 Pengawasan PenyelenggaraaD Pemeril1tahan 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa 
dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina 
masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, 
penanganan konflik sosiaI, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala 
kabupaten. 

2.5 Penlngkatan KapultlUl Aparatur 

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan ctinL 
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, 
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan 
orang aaing <ian lembaga asing skala kabupaten.. 

3. Ketahanan 8eni, Budaya, Agama clan Kem.asyamkatan 

3 .. 1 Penetapan K.ebijakan Penyelenggaraan Pemermtahan 

Koordinasi penetapan kebijakan operaeional [merujuk kepada kebijekan 
umum nasional dan kebijakan teknie provinei] di bidang ketahanan seni dan 
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan 
skala kabupaten. 
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3.2 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan 
kepercayaan, pembauran dan akulturaai budaya, organiaasi kemasyarakatan, 
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten. 

3.3 Pembmaan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecarnatan, kelurahan, 
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, 
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi] di bidang 
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan 
akulrurasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah 
sosial kemasyarakatan skala kabupaten. 

3.4 Pengawasan Penyelenggaraan PemeriDtahan 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, ke1urahan, desa 
dan masyarakat bidang ketahanan eeni dan budaya., agama dan kepercayaan, 
pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan 
masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten. 

3.5 PeDlnglmtan KapasttaB AparatDr 

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan 
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan 
skala kabupaten. 

4. PoHtilt Da1am Negeri 

4.1 Penetapan KebijakaD Penyelenggaraan Pemerlntahan 

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan 
umum nasional dan kebijakan teknis provinai] sistem dan implementasi 
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya 
dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten. 

4.2 PeiaksauAAD Keglatan 

Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan 
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan 
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten. 

4.3 PembiDaaD Penyelenggaraan Pemerlntahan 

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di keeamatan, kelurahan, 
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, 
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang 
sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, 
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, 
pilpres dan pilkada skala kabupaten. 
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4.4 Pengawasan Penyelenggaraan PemerlDtahan 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa 
dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik 
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, 
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten. 

4.5 Penlngkatan Kapasltaa Aparatnr 

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan 
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 
politik, budaya dan pendidikan politik, faeilitasi pemilu, pilpres dan pilkada 
ekala kabupaten. 

5 .. Ketahanan Ekonoml 

5.1 PenetapaD Kebijakan Penyelenggaraan PemerlDtahan 

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan 
umum nasional dan kebijakan teknis provinai] di bidang ketahanan sumber 
daya alam, ketahanan perdagangan, investaei, fiskal dan moneter, perilaku 
maeyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 
ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten. 

5.2 Pelaksanaan Keglatsn 

Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alamo 
ketahanan perdagangan, inveetasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, 
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan 
ormae perekonomian skala kabupaten. 

5.3 PembiDaan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelur'ahan, 
desa dan masyarakat [koordinasi, bimbingan, supervisi dan koneultasi, 
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang 
kebijakan dan ketahanan eumber daya alam, ketahanan perdagangan, 
investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan 
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala 
kabupaten. 

. 
5.4 PeDgawasaD PeDyele.Dggaraan PemerlDtahan 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahen, deea 
dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan 
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan 
dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas 
perekonomian skala kabupaten. 

5.5 Peningkatsn Kapasltaa Aparatnr 

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan 
ketahanan eumber daya alam, ketahanan perdagangan, inveetaei, fiekal dan 
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha 
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten. 
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T.	 BIDAlIG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAlAlI, DAN PERSANDIAlI 

1. Otonomi Daerah 

1.1 Urus8n PemeriDtahaD 

1.1.1	 Pembinaan So8ia1isasi. Bimbingan, KODsuitast, Supervtsi, Koordlnasi, 
Monitoring dan ~uasi serta Pengawasan Penye1enggaraan Uru.san 
Pemerintahan 

a.	 Pelakeanaan k.ebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria 
pembinaan, sosialieasi, bimbingan, koneultasi, superviei, koordinasi, 
monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. 

b.	 Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konaultasi, 
superviai, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan 
pemerintahan di wilayah kabupaten. 

1.1.2	 Barmonisasi 

a.	 Harmonisasi peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi. 

b.	 Hannonisasi antar bidang urusen pemerintahan dalam wilayah 
kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 

1.1.3	 Laporan Penyelenggaraan PemeriDtaban Daerab ILPPDI 

a.	 Penyusunan LPPD kabupaten 

b.	 Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
guberrrur. 

1.1.4	 Database 

Pengolahan database LPPD ekala kabupaten. 

2.1	 Penataan Daerab daD Otonoml Kbusus IObusl 

2.1.1	 KebijakaD 

a.	 Pengusulan penataan daerah skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama danjatau pemindahan 
ibukota daerah kabupaten dalam rangka penataan kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan 
kabupaten. 

2.1.2	 PembentukaD Daerab 

a.	 Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kabupaten. 

b.	 Pembentukan kecamatan. 
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c.	 Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota 
kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan 
ibukota kabupaten. 

2.1.3	 Pembfnaan, SoalaUsasl, Observasl clan PengkajiaJl Penataan Daerah clan 
Otsus 

a.	 Pe1aksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian 
penyelenggaraan penataan kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pembinaan, sosialiaasi, observasi dan pengkajian 
penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 

2.1.4	 Monitoring clan Evaluasi serta Pengawasan dan PengendaUau Penataan 
Daerah dan otsllS 

a.	 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus 
dalam wilayah kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan 
otsus dalam wilayah kabupaten. 

2.1.5	 Pembangunan Slstem (Datal>ase) Penataan Daerah dan Otsus 

a	 Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus 
skala kabupaten. 

b.	 Penyampaian data dan informasi penataan kabupaten skala kabupaten 
ke provinsi dan pemerintah. 

2.1.6	 Pelaporan 

a.	 Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prcsedur dan kriteria laporan 
penataan kabupaten. 

b.	 Pengolahan database laporan penataan daeralt skala kabupaten. 

c.	 Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui gubernur. 

3.1	 FaBWtaBI Dewan Pertlmbangan otonoml Daerah (DPOD) dan HubungaD 
Antar Lembaga (HALl 

3.1.1	 DPOD 

a	 Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan 
penggabungan kabupaten untuk sidang DPOD. 

b.	 Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi 
sidang DPOD. 

3.1.2	 PenyuBunan Peraturan Daerah (Percla) 

a.	 Penyusunan Perda kabupaten. 
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b. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang 

c. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak 
retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubemur. 

Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. 

daerah, 

3.1.3 Fasllitasl Asoslasl Daerahl Badan Kerjasama Daerah 

Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah. 

4.1 PengemhaDglUl Kapasltas dan E'I7a1uasl K1nerja Daerah 

4.1.1 Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan MInlmallSPMI 

a], Kebijakan 

Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM 
kabupaten. 

b). Pemhlnaan 

Penerapan SPM kabupaten. 

skala 

4.1.2 Pengembangan Kapasitas Daerah 

a], Kebijakan 

- Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas 
daerah. 

- Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 

b], Pelaksanaan 

- Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 

- Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. 

c). Pembinaan 

Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten. 

5.1 Pejabat Negara 

5.1.1 Tata Tertlb DPRD 

a], Kebljakan 

Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten. 

b). Pemillhan, Pengesaban Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Daerah (KDH) dan Waldl IKDBI
 

Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupatiywalikota dan wakil walikota.
 

cl. Kedudukan Protokoler clan Keuangan DPRD 

Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD 
Kabupaten 
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d).	 Kedudukan Keuangan KDB dan Wakll KDB 

Pelakeanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupatij 
walikota dan wakil walikota 

e).	 Laporau Keteraugan PenanggungJawaban (LKPJI KDB 

Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupatij Walikota 

2. Pemerlutahan Umum 

2.1	 Fa.&ilf.tasi Dekousentrasl, Tugas Pembantuan dan Kerjasama 

2.1.1 FasWta.1 Tuga. Pembantuau 

a.	 Pe1aksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh 
pemerintah dan/ atau pemerintah provinei. 

b.	 Koordinasi dan Jasilitaei urusan pemerintahan yang ditugas 
pembantuankan kepada desa. 

2.1.2 Fa.Wtasl Kerjaoama Daerah dengan PIhak Ketlga 

a.	 Penetapan kebijakan kabupaten di bidang ke.tjasama dengan pihak 
ketiga. 

b.	 Pelakeanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga. 

e.	 Pelaporan pe1aksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak 
ketiga kepada provinei. 

2.1.3 Kerjasama Au_ Daerah 

a.	 Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten. 

b.	 Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinei. 

2.1.4 PembiDaan Wilayah 

a.	 Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan 
pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan 
pemerintah dan provirrsi. 

b.	 Koordinasi dan fasilitasi hannonisasi hubungan antar 
keeamatanjdesajkelurahan di wilayahnya. 

c.	 Koordinaei dan fasilitasi penyelesaian konflik antar 
keeamatanjdesajkelurahan di wilayahnya. 

d.	 Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha keeil dan menengah skala 
kabupaten. 

e.	 Koordinaai dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa 
skala kabupaten. 

2.1.5 Koordi.Dasi PelayauBD Umum 

Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten. 
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2.2 Trantibum dan Linmas 

2.2.1 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan PerliDdungaD Masyarakat 

a.	 Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional 
dalam bidang: 

- Penegakan Perda/Peraturan Kepala Deerah. 

- Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

- Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
 

- Perlindungan masyarakat.
 

b.	 Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala 
kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten. 

d.	 Pe1aksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten. 

e.	 Koordinasi dengan instanei terkait skala kabupaten. 

2.2.2 Koordlnasi PerllDdWlgaD dan Penegakan Ha.k Asssl Manuals (HAM) 

Koordinaai penegakan HAM skala kabupaten 

2.3 WiJayah Perbatasan 

2.3.1 Pengelolssn Perbatasan Antar l'Iegara 

a.	 Dukungan pe1aksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 

b.	 Dukungan koordinasi antar kecarnatan/ desajkelurahan yang berbatasan 
dengan negara lain. 

2.3.2 Perbatassn Dserah 

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan 
desaj kelurahan di kabupaten. 

2.3.3 Toponimi dan Pemetssn WlIsyah 

a.	 Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional 
mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten. 

b.	 Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 

c.	 Inventariaasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 

2.3.4 Peogembangan Wllayah Perbatasan 

a.	 Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan akala 
kabupaten. 

b.	 Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 

c.	 Koordinaai dan fasilitasi pengcmbangan wilayah perbatasan kabupaten. 
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2.3.5 Penetapan Luas WUayah 

a.	 Inventarisasi perubahan luae wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh 
alam antara lain delta, abrasi. 

b.	 Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. 

2.4 Kawa81lD. KhU8U8 

2.4.1	 Kawaaan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya 
Mineral 

Penetapan kebijakan, koordinaei, dan fasilitasi pengelolaan kawasan eumber 
daya alam skala kabupaten. 

2.4.2	 Kawasan Sumber Daya Buatan, Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, 
Peternakan, IDdustrt, Pariwisata, Perdagangan~ Otorita, Bendungan dan 
SeJenlsnya 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber 
daya buatan skala kabupaten. 

2.4.3 Kawasan KepentlD.gan Umum, Kawasan Fasilltas Sosial dan Umum 

Penetapan kebijakan, koordinasi, 
kepentingan umum skala kabupaten.. 

dan fasilitasi pengelolaan kawasan 

2.4.4 Kawasan Kalautan dan Kedlrgantaraan 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawaean 
ke1autan dan kedirgantaraan akala kabupaten. 

2.5 Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

2.5.1 Mltlgul Pencegahan Benc:ana 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan 
mitigasijpencegahan bencana skala kabupaten. 

2.5.2 Penanganan Beneana 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana 
skala kabupaten. 

2.5.3 Penanganan Pasca Bencana 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca 
bencana skala kabupaten. 

2.5.4 Kelembagaan 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan 
penanganan bencana skala kabupaten. 

2.5.5 Penanganan Kebakaran 

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran 
skala kabupaten. 
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3. Administrasi Keuangan Daerah 

3.1 Organisaal daD Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pelaksanaan penataan organieasi, kelembagaan dan peningkatan kapaeitas 
sumber daya aparatur pengelola keuangan kabupaten. 

3.2 Anggaran Daerah 

a. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 

b.	 Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 

c.	 Perencanaan anggaran penanganan trrusan pemerintahan kabupaten. 

d.	 Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 

e.	 Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 
Desa, seeuai dengan pedoman evaluaei yang ditetapkan pemerintah. 

f.	 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 

g.	 Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 

h.	 Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
tanggungjawab bersama (uruean concurrent) antara kabupaten dan desa. 

i.	 Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pem.erintahan antar desa. 

J.	 Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa. 

3.3 Pendapatan dan Investasl Daerah 

3.3.1 Pajak daD Retrlbusi Daerah 

a.	 Penetapan kebijakan pengelclaan pajak dan retribusi kabupaten. 

b.	 Pelakeanaan pengelolaan pajak dan retribusi kabupaten. 

c.	 Fasilitasi, superviei, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi 
desa. 

d.	 Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala 
kabupaten. 

e.	 Evaluasi Raperdes tentang retribu si dan pungutan lainnya. 

3.3.2 Investasi daD ABet Daerah 

a.	 Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 

C.	 Pengawasan pengelolaan irrvestasi dan aset kabupaten. 

d.	 Fasilitasi pengelolaan aset kabupaten pemekaran ekala kabupaten. 

3.3.3 HadaD Ussha IIIiI1k Daerah (BUMDI daD Lembaga Keuangan IIIlkro 

a.	 Penetapan kebijakan pengelclaen BUMD dan lembaga keuangan 
mikro kabupaten. 
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b.	 Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan Iembaga keuangan mikro 
kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik 
Desa. 

c.	 Pengawasan pengelolaan BUMD dan lerobaga keuangan mikro 
kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik 
Desa. 

3.3.4 P1Djaman Daerah 

a.	 Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi kabupaten, 
serta BLU kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligaai kahupaten, serta 
BLU kabupaten. 

c.	 Pengawasan pinjaman dan obligasi kabupaten, serta BLU 
kabupaten. 

3.4 Dana Perlmbangan 

3.4.1 Dana Alokasl Umum (DAU) 

a.	 Pengelolaan data dasar penghitungan alokaei DAU kabupaten. 

b.	 Pengelolaan DAU kabupaten. 

c.	 Pelaporan pengelolaan OAU kabupaten. 

3.4.2 Dana Alokasl Khneus lDAK) 

a.	 Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK. 

b.	 Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima OAK). 

c.	 Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 

3.4.3 Dana Bag! HaeD (DBH) 

a.	 Penyiapan data realisaei penerima DBH kabupaten. 

b.	 Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 

3.5	 Pelaksanaan, Penatausahaan, AkuntaDsi clan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

a.	 Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan 
keuangan kabupaten dan desa. 

b.	 Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kabupaten dan APB desa. 

c.	 Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 

d.	 Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung 
jawab bersama (urusan concurrent). 

e.	 Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APE desa. 
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4. Perangkat Daerah 

4.1 Kebljakan 

a.	 Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kebijakan pem.bentukan perangkat daerah ekala kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan pedoman teknis perangkat kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan pedoman analieie jabatan perangkat kabupaten. 

4.2 Pengembangan Kapasitas 

a.	 Pe1aksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. 

4.3 PembiDaan dan Pengendalian
 

Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
 

4.4 Monitoring dan Evaluasl 

a.	 Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 

b.	 Penyediaan bahan database perangkat daerah kabupaten akala 
kabupaten. 

5. KepegawaiaD. 

5.1 Formasl Pegawai Neger! S1pU (PNS) 

a.	 Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 

b.	 Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 

c.	 Ueulan formasi PNSD di kabupaten eetiap tahun anggaran. 

5.2 PengadaaD Pegawai Negeri SlpU (PNS) 

a.	 Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten 

b.	 Usulan penetapan NIP 

5.3 Pengaogkatan Calon Pegawai Neger! SipU (CPNS) 

a.	 Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki 
lembaga diklat yang telah terakreditasi. 

5.4	 Pengsngkatao Caloo Pegawai Neger! S1pU ICPNS) menjad! Pegawai Neger! 
S1pU (PNS 

Penetapan CPNSD menjadi PNSD eli lingkungan kabupaten. 
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5.5 Pendidikan dan Pelatihan IDlklatl 

a.	 Penetapan kebutuhan diktat PNSD kabupaten. 

b.	 Ueulan penetapan sertifikaei lembaga diklat kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan dildat skala kabupaten. 

5.6 Kenaikan PaDgkat 

a.	 Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang lib 
s/d III/d. 

b.	 Uaulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 

5.7 Pengangkatan, PemiD.dahan dan Pemberhcntian dalam dan dari Jabatan 

a.	 Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah 
kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan 
fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian sekda kabupaten. 

b.	 usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 

c.	 Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon 
II PNS kabupaten 

5.8 Perplndahan Pegawai lIIegar! SipilIPNS) Antar rnoanol
 

Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
 

5.9 PemberhenUan Sementara clarl Jabatan Reger! 

Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi serrrua PNSD di 
kabupaten. 

5.10	 PemberhentlaD Sementara Pegawal Neger! Slpll IPNS) Akibat TiDdak

Pi"""" 
Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah. 

5.11	 Pemberhentian Pegawai lIIegar! Sipll IPNS) atau Calon Pegawai Neger! Sipll 
(CPIIISI 

Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gclyruang III/d ke bawah dan 
pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten. 

5.12	 Pemutakhlran Data Pegawal Neger! Sipll IPNSI 

Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten. 

5.13	 Pengawasan dan PengendaUan 

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang
undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten. 
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5.14 PembiD88ft dan Pengawasan Penyelenggar&.an ManaJemen Pepwal Negen 
SipU IPIISI 

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilinglnmgan 
kabupaten. 

6. PersandJaD 

6.1 Kebljakan 

a.	 Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan palsan skala kabupaten. 

c.	 Penyelenggaraan sissan skala kabupaten. 

d.	 Penye1enggaraan ke1embagaan persandian skala kabupaten. 

6.2 Pemblnaan SDM 

a.	 Perencanaan kebutuhan SDM persandian ekala kabupaten. 

b.	 Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten. 

c.	 Uaulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 

6.3 Pemblnaan Pa1san
 

a Pereneanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.
 

b.	 Penyelenggaraan pengadaan palsan me1alui karya mandiri dan mitra skala 
kabupaten. 

c.	 Pemeliharaan palsan tingkat O. 

d.	 Penghapusan palsan skala kabupaten. 

6.4 Pemblnaan Slssan 

a.	 Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten. 

b.	 Pengadaan sissan untukjaring persandian skala kabupaten. 

e.	 Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten. 

d.	 Penentuan pemberlakuanypenggantian sissan jaring persandian skala 
kabupaten. 

6.5 Pembfnaaa Kelembagaan 

Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah 
provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten. 
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U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

1. Pemerlntahsn Desa dan Kelurahan 

1.1 Kebljakan 

a.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 

1.2 Adminlstrasi Pemer:lD.tahan Desa dan Kelurahsn 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penye1enggaraan administrasi pemerintahan desa 
dan kelurahan skala kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adrninistrasi pemerintahan 
desa dan kelurahan skala kabupaten. 

c.	 Monitoring dan evaJuasi serta pelaporan penyelcnggaraan adm.inistrasi 
pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 

d.	 Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan 
kelurahan skala kabupaten. 

1.3 Pengembangan Desa dan Kelurahan 

a.	 Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan 
penghapuaan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 

b.	 Koordinaei dan fasilitasi penye1enggaraan pembentukan, pemekaran, 
penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 

c.	 Pembinaan, pengawasan dan eupervisi penye1enggaraan pembentukan, 
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala 
kabupaten. 

d.	 Monitoring dan evaluaai eerta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, 
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala 
kabupaten. 

1.4 Baden Permuayawaratan Desa (BPD) 

a.	 Penetapan pedoman peran BPD dan ke1urahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan bimbingan, konaultasi, pelatihan dan pendidikan bagi 
anggota BPD. 

c.	 Pembinaan, pengawasan, superviai dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 

d.	 Monitoring dan evaluaai serta pelaporan peran BPD skala kabupaten. 

1.5 Keuangan daD. ABet Desa 

a.	 Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala 
kabupaten. 

b,	 Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala 
kabupaten. 
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c.	 Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset 
desa skala kabupaten. 

d.	 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset 
desa skala kabupaten. 

1.6 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Deea dan Kelurahan 

a.	 Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan 
kelurahan skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan bimbingan, korrsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi 
pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 

e.	 Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas 
pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 

d.	 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas 
pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 

2. PenguataD Kelembagaan dan Pengembangan Partislpasl Masyarakat 

2.1 Kebljakan 

a.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala 
kabupaten. 

2.2 Pemantapan Data Prom Desa dan Prom Ke1urahan 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pengclahan data profil desa dan profil kelurahan 
skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pegolehan data profil desa dan prom kelurahan skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data proftl desa dan profil 
kelurahan skala kabupaten. 

2.3 PenguataD Kelembagaan Maoyarakat 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala 
kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 

e.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan 
kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 

2.4 PeJatlhan Maoyarakat 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala 
kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 

e.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat 
skala kabupaten. 
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2.5 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partislpatlf 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan 
partisipatif masyarakat skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partieipatif 
masyarakat skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen 
pembangunan partiaipatif masyarakat ekala kabupaten. 

2.6	 PeniDgkatan Peran Masyarakat daJam Penataan dan Pendayagunaan 
Jt,uang ~~ Pentesaan 

a.	 Koordinaai dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan 
dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan 
pendayagunaan. ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran 
masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan 
perdeeaan skala kabupaten. 

3. Pemberclayaan Aclat clan PengembangaD Kehldupan SosIal Buclaya Maayarakat 

3.1 Kebljalam 

a.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur d.i bidang 
pemberdayaan. adat dan pengembengan kehidupan sosial budaya 
masyarakat akala kabupaten. 

3.2 Pemberclayaan Aclat Istlaclat clan Buclaya NuO&ntara 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala 
kabupatcn. 

b.	 Pembinaan dan superviei pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan 
budaya akala kabupaten. 

3.3 Pemberdayaan Perempuan 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pelakaanaan pemberdayaan perempuan skala 
kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluaai dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan 
perempuan skala kabupaten. 
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3.4 Pemberdayaan dan KeseJahteraan Keluarga (PKK) 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan superviai pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluaai dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala 
kabupaten. 

3.5 Pellingkatan KeseJahteraall SosW 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pe1aksanaan peningkatan kesejahteraan sosial 
skala kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan superviai pelaksanaan peningkatan keeejahteraan soeial 
skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluaai dan pe1aporan pelaksanaan peningkatan 
kesejahteraan eoeial skala kabupaten. 

3.6 Pellgembangall dan PerJilldUllg&ll TellSgS Kerja 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala 
kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan superviai pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala 
kabupateri. 

c.	 Monitoring, evaluasi. dan pe1aporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 
skala kabupaten. 

4.	 Pemberdayaall Usaha Ekollomi Masyaralrat 

4.1 KeblJalran 

a.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala 
kabupaten. 

4.2 Pemberdayaan EkoIlOm! Pelldllduk Mlskln 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penye1enggaraan pemberdayaan ekonomi 
penduduk miskin skala kabupaten. 

b.	 Penye1enggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluaei dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan 
ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 

4.3 Pellgembangall Usaha EkoIlom! Keluarga dan Kelompok Masyaralrat 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penye1enggaraan pengembangan usaha ekonomi 
keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 

b.	 Penye1enggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan ke1ompok 
maeyarakat skala kabupaten. 

e.	 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha 
ekcnomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 
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4.4 PengembaDgaD Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga 
keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 
Iembega keuangan mikro perdeeaan skala kabupaten. 

4.5 PungembangaD ProdukBt clan Pemaaaran Ba.U V.aha Masyarakat 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan 
pemasaran basil usaha masyarakat skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha 
masyarakat skala kabupaten. 

c.	 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 
produkai dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten, 

4.6 PengemMagan Pertalliaa Paagan daD PealDgkataD Ketahanan Pangaa 
MaSytUlllmt 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian 
pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan 
ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 
pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala 
kabupaten. 

5. Pemberclayaan Muyarakat dpJam Pengelolaan Somber Daya AJam clan 
Telmologi Tepat GuDa 

5.1 KebijakaD 

a.	 Penetapan kebijakan daerah kabupaten skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pem.berdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten. 

5.2 Fasl1itasi Koaservasl daD RehabWtasllJDglmagan 

a.	 Koordinaei dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi 
lingkungan skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan faailitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan 
rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten. 
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5.3 FasWtasl Pemanfaatan Laban daD. Pesiair Pedesaan 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan laban dan pesterr 
pedesaan skala kabupaten. 

b.	 P~Jalc.S8JI~ap. pemanfaatan lahan clap. pesisir perdesaan skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan laban 
dan pesieir pedesaan skala kabupaten. 

5.4 Fasllitaai Praearana daD. Sarana Pedeeaan 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan 
serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala 
kabupaten. 

b.	 Pembinaan, pengawasan dan eupervisi pemeliheraan praaarana dan 
sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan 
lingkungan skala kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan 
prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air beraih dan 
penyehatan Iingkungan skala kabupaten. 

5.5 Fa.Wtasl Pemetaa.. Keb..tuh.... cia.. Penglmjlllll Teknologl Tepat Gu... 

a.	 Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala 
kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring, evaluaei dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna 
skala kabupaten. 

5.6 Pemasyarakatsn clan Kerjassma Telmologl Pede...... 

a.	 Koordinaei dan fasilitaai pemaeyarakatan dan kerjasama teknologi 
pedesaan skala kabupaten. 

b.	 Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala 
kabupaten. 

c.	 Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama 
teknologi pedesaan skala kabupaten. 

V. HWANG STATlSTlK 

I. Statlatik Umnm 

1.1 Kebljalmn 

Penyelenggaraan kerjaaama antar lembaga untuk mengembangkan etatietik 
skala kabupaten. 
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2 Statistik Daaar 

2.1	 Statfstlk Dasar meliputi : 

a.	 Sensus 

Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten. 

b.	 Survei Antar Sensus 

Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala 
kabupaten. 

c.	 Survei Berabla Nasional 

Pe:mberian dukungan survei berakala nasional di tingkat kabupaten di 
bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

d.	 Sarvel Soslal clan Ela>nomi
 

Pemberian dukungan eurvei sceial dan ekonomi
 

3. Statlstlk Sektoral 

3.1	 Koonlinasl Statlstik Antar Sektoral
 

Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
 

4. StatIBtik Khusus 

4.1 Pengembangan Jejaring Statlstlk Khuu
 

Pengembangan jejaring statietik khuaue skala kabupaten.
 

W.	 BmAIfG KEARSIPAIf 

1. Kearslpan 

1.1	 Kebljaksn 

Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di 
lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan keareipan nasional, meliputi : 

a.	 Penetapan peraturan dan kebjjakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di 
lingkungan kabupaten eesuai dengan kebijakan naaional. 

b.	 Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearaipan atatis di 
lingkungan kabupaten eesuai dengan kebijakan nasional. 

c.	 Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di 
lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 

d.	 Penetapan peraturan dan kebijakan penye1enggaraan jaringan kearsipan di 
lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 

e.	 Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan eumber daya manusia 
kearsipen di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 

f.	 Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana 
kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 
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1.2 PembiDaan 

Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik 
kabupaten, kecamatan dan desaykelurahan. 

1.3 Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan 

Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, 
perusahaan swasta dan perorangan berekala kabupaten. 

1.4 Pengawasan! Snpervisl 

Pengawasanjsupervisi terhadap penyelenggaraan kearsipen perangkat 
kabupaten, kecamatan dan desajkelurahan. 

X. BIDANG PERPUSTAKAAN 

1. Perpustakaan 

1.1 Kebijakan 

Penetapan norma, standar dan pedoman yang beriai kebijakan kabupaten 
berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi: 

a.	 Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di 
skala kabupaten berdasarkan kebijakan naeional. 

b.	 Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jermgan 
perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 

c.	 Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan 
skala kabupaten sesuai kebijakan .nasional. 

d.	 Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organieasi 
perpuetakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 

e.	 Penetapan dan peraturan k.ebijakan di bidang sarana dan prasarana 
perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 

1.2 Pembtnaan Telmis Perpustakaan 

Pembinaan teknis semuajenis perpustakaan di wilayah kabupaten: 

a.	 Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. 

b.	 Pengembangan SDM. 

c.	 Pengembangan sarana dan prasarana eesuai standar. 

d.	 Kerjaaama dan jaringan perpuetakaan. 

e.	 Pengembangan minat baca. 

1.3 Penyelamatan dan Pelestarlan Koleksillasional 

a.	 Penetapan kebijakan pelestarian kolekai kabupaten berdasarkan kebijakan 
naaional. 

b.	 Koordinaai pelcstarian tingkat kabupaten. 
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1.4	 PengembangaD Jabatan Fungsional Pustakawan 

a.	 Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional 
pustakawan d.i skala kabupaten sesuai kebijakan nasionaL 

b.	 Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampar 
dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan 
pustakawan muda. 

1.5	 Penclldllmn dan Pelatlhan (Dildatl T.lalis dan Fungslonal PerpnstakaaD 

Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 

Y.	 SIDAl'IG KOMUNIKASI DAl'IIl'lFORMATIKA 

1. Poo dan T.lekomunlkasl 

1.1	 Pos 

a.	 Penyelenggaraan pelayanan pos d.i perdesaan. 

b.	 Pemberian rekomendasi urrtuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 

c.	 Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 

d.	 Penertiban jasa titipan urrtuk kantor agen. 

1.2	 T.lekomunlkasl 

a.	 Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan 
pe:merintah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah kabupaten 
sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 

b.	 Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan 
jaringan tetap tertutup lokal wireline fend to end) cakupan kabupaten. 

c.	 Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban 
pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 

d.	 Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 

e.	 Pengawasanjpengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang 
cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi 
perdesaan, penyelenggaraan warung tclckomunikasi, warung seluler atau 
sejemenya. 

f.	 Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 

g.	 Penanggung jawab panggilan darurat telekomuriikasi. 

1.3	 Spektrum Frelm.DBi Radio dan Orbit sat.Ut (Orsstl 

a.	 Pemberian Izin Mcndirikan Bangunan (1MB) menara telekomunikaai 
aebagai eerana dan prasarana telekorrrunikaei. 

b.	 Pemberian izin galian urrtuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi 
dalam satu kabupaten. 

c.	 Pemberian izin Hinder Ordonantie [Ordonansi Gangguan). 
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d.	 Pemberian izin instalansi penangkal petir. 

e.	 Pemberian izin inatalansi genset. 

1.4	 Hldang StandarIBasl Po. dan Telekomunlkasi 

a.	 Pengendalian dan penertiban terhadap pe1anggaran standarisasi pos dan 
telekomunikasi. 

b.	 Pemberian iW1 usaha perdagangan alat perangkat telekorrrunikasi. 

1.5	 Kelembagaan Intemasional Pos dan Telekomunikasi 

Fasilitasi pelakeanaan koordinasi penyelenggaraan pas dan telekomunikasi 
serta penggunaan frekuensi radio d.i kabupaten perbatasan dengan negara 
tetangga. 

2. 8arana KomUDikasi daD Disemmasi lDformasi 

2.1	 Peny!aran 

a	 Pemberian rekomen.d.asi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis 
terhadap pennohonan izin penye1enggaraan radio. 

b.	 Pemberian ~ lokasi pembangunan studio Q.M stasiun pemancar radio 
dan/ atau televisi. 

2.2	 Ke1embagaan Komunlkasl Sa.lal 

Koordinasi dan faeilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten. 

2.3	 Kelembagaan Komnnlkasl Pemerlntah Daerah
 

Pelakeanaan dieeminasi infonnasi nasional
 

2.4	 Kemitraan Media 

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala 
kabupaten. 

z.	 HWANG PBRTANIAl'l DAN KETAllANAN PANGAN 

1. Tauaman Pangan dan Holtlku1tura 

1.1	 Laban PertaDian 

a.	 Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, 
rehabilitasi, kcnservasi, optimasi dan pengendalian laban pertanian 
tingkat kabupaten. 

b.	 Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan 
pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten. 

c.	 Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan 
pertanian wilayah kabupaten. 

d.	 Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian 
wilayah kabupaten. 
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e.	 Pemetaan potensi dan pengelolaan laban pertanian wilayab kabupaten. 

f.	 Pengembangan laban pertanian wilayab kabupaten. 

g.	 Pengaruran dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayab 
kabupat.en. 

h.	 Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten. 

i.	 Penetapan saaaran areal tanam wilayab kabupaten. 

j.	 Penetapan luas baku laban pertanian yang dapat diusabakan sesuai 
kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada akala kabupaten. 

1.2 Air !rigasi 

a.	 Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat 
usaba tani dan desa. 

b.	 Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan 
irigasi. 

c.	 Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air .. .
IngasL 

d.	 Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 

e.	 Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 

f.	 Bimbingan penerapan teknologi optimalisaei pengelolaan air untuk usaha 
tani. 

1.3 Pupuk 

a.	 Bimbingan penggunaan pupuk. 

b.	 Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayab 
kabupaten. 

c.	 Pengembangan dan pembinaan unit usaba pelayanan pupuk. 

d.	 Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 

e.	 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap keteraediaan 
pupuk. 

f.	 Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 

1.4 Pestisicla 

a.	 Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayab kabupat.en. 

b.	 Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah 
kabupaten. 

c.	 Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestiaida. 

d.	 Bimbingan penyediaan, penyaluran dan pen.ggunaan pestisida. 

e.	 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketereediaan 
pestisida. 

f.	 Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 
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1.5 A1at dan 1II.81n Pertanian 

a.	 Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten. 

b.	 Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di 
wilayah kabupaten. 

c.	 Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 

d.	 Penerapan etandar mutu alat dan mesin pertanian. 

e.	 Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten. 

f.	 Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 

g.	 Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 

h.	 Analisis teknis, ekonomis dan eosial budaya alat dan meain pertanian 
sesuai kebutuhan lokalita. 

i.	 Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 

j.	 Pembinaan dan pengembangan bengkeljpengrajin alat dan mesm 
pertanian. 

1.6 Benih Tanaman 

a.	 Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten. 

b.	 Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten. 

c.	 Pemanteuan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten. 

d.	 Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten. 

e.	 Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten. 

f.	 Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 

g.	 Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan 
benih. 

h.	 Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 

1.	 Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi earana, 
tenaga dan metode. 

j.	 Pemberian izin produkai benih. 

k.	 Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 

1.	 Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 

m.	 Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 

n.	 Penetapan eentra produkei benih tanaman. 

o.	 Pengembangan sistem infonnasi perbenihan. 

p.	 Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. 

q.	 Pembinaan dan pengawasan balai benih milik ewaeta. 
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1.7 Pemblayaan 

a.	 Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber 
pembiayaanykredit agribisnis. 

b.	 Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisrris. 

c.	 Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 

d.	 Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah 
kabupaten. 

1.8 PerUndungan Tanaman 

a.	 Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak 
kerugian OPTjfenomena iklim wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT /fepoIDep.a i:k:Jirn 
wilayah kabupaten. 

c.	 Penyebaran informasi keadaan serangan OPTjfenomena iklim dan 
rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 

d.	 Pemantauan dan pengamatan daerah kabupaten yang diduga sebagai 
sumber OPTjfenomena iklim wilayah kabupaten. 

e.	 Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian 
tanaman wilayah kabupaten. 

f.	 Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi 
OPT jfenomena iklim wilayah kabupaten. 

g.	 Pengaturan clan pelaksanaan penanggulangan wabah l!8J:I1B, dan penyakit 
tanaman wilayah kabupaten. 

1.9 Perlzman Usaha 

a.	 Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah 
kabupaten. 

b.	 Pemantauan dan pengawasan lZID usaha tanaman pangan dan 
hortikultura wilayah kabupaten. 

1.10 Telmla Boclldaya 

c.	 Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap 
tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura 
wilayah kabupaten. 

1.11 Pembjn 8an USaha 

a.	 Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan 
pencapaian pola kerjasama uaaha tani wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene clan sanitaei lingkungan 
usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan studi amdaJjUKL-UPL di bidang tanaman pangan dan 
hortikultura. wilayah kabupaten. 
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d.	 Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 

e.	 Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikaei dan jaminan 
penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah 
kabupaten. 

f.	 Bimbingan penerapan pedomanjkerjasama kemitraan usaha tanaman 
pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 

1.12 PaDCD. Paaca PaDcD daD PeDgolahaD HasU 

a.	 Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan haail tanaman 
pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura 
wilayah kabupaten. 

c.	 Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura 
wilayah kabupaten. 

d.	 Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit 
penyimpanan dan kcmasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah 
kabupaten. 

e.	 Penyebarluasan dan pemantauan penerapan telmologi panen, pasca panen 
dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 

f.	 Bimbingan penerapan telmologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 
wilayah kabupaten. 

1.13 Pemuaran 

a.	 Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah 
kabupaten. 

b.	 Promoei komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 

c.	 Penyebarluasan infonnasi pasar wilayah kabupaten. 

d.	 Pengawasan herga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah 
kabupaten. 

1.14 BaraDa Usaha 

a.	 Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan telmis pembangunan dan serena fisik (bangunan) penyimpanan, 
pengolahan dan pemasaran serena produkai serta pemasaran hasil 
tanaman pangan wilayah kabupaten. 

1.15PengembangaD. Statistlk daD Sistem Informast Tanaman Pangan dan 
Holtlkultura 

a.	 Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura 
wilayah kabupaten. 
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2. Perkebunan 

2.1 Lehan Perk.hunan 

a.	 Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah 
kabupaten. 

b.	 Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan 
pengendalian laban perkebunan wilayah kabupaten. 

c.	 Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan 
perkebunan wilayah kabupaten. 

d.	 Penetapan dan pengawasan tata ruang dan lata guna lahan perkebunan 
wilayah kabupaten. 

e.	 Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten, 

f. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 

g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah 
kabupaten. 

h. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 

1.	 Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten. 

2.2 PemanfaataD. Air untuJr.Perkebunan 

a.	 Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 

b.	 Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 

c.	 Pemantauan dan evaluaei pemanfaatan air untuk perkebunan. 

d.	 Pengembangan eumber-sumber air untuk perkebunan. 

e.	 Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan 
untuk perkebunan. 

f.	 Pemantauan dan evahrasi pengembangan air untuk perkebunan. 

2.3 Pupuk 

a.	 Bimbingan penggunaen pupuk. 

b.	 Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah 
kabupaten. 

c.	 Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 

d.	 Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 

e.	 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan 
pupuk. 

f.	 Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 

2.4 Pestlsida 

a.	 Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 
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b.	 Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan peetisida wilayah 
kabupaten. 

c.	 Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 

d.	 Bimbingan ~JJ.Yl::'WaM, penyaluran gWJ- penggunaan peetieida. 

e.	 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan 
pestisida. 

f.	 Bimbingan penerapan standar mutu pestieida. 

2.5 Alat dan Mesin PerkebuDan 

a	 Pelaksanaan kebijakan alat dan meein perkebunan wilayah kabupaten. 

b.	 Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan 
wilayah kabupaten. 

c.	 Pengembangan alat dan mesin perkebunan s.esuai standar. 

d.	 Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 

e.	 Pengawasan standar mutu dan alat meein perkebunan wilayah 
kabupaten. 

f.	 Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 

g.	 Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 

h.	 Analisis teknis, ekonomie dan soeial budaya alat dan meein perkebunan 
sesuai kebutuhan lokalita. 

I.	 Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alet dan mcein perkebunan. 

j.	 Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin 
perkebunan. 

2.6 BeDIh PerkebuDaD 

a.	 Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah 
kabupaten. 

b.	 Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah 
kabupaten. 

c.	 ldentifikasi dan pengembangan varietas unggullokal. 

d.	 Pemantauan benih impor wilayah kabupaten. 

e.	 Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah 
kabupaten. 

f.	 Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten. 

g.	 Pembinean dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 

h.	 Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan 
benih perkebunan. 

1.	 Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 

j.	 Bimbingan penerapan standar teknis perberrihan perkebunan yang meliputi 
sarana, tenaga dan metode. 
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k.	 Pemberian izin produksi benih perkebunan. 

1.	 Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik 
lokasi. 

m.	 Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 

n.	 Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 

o.	 Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 

p.	 Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 

q.	 Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. 

r.	 Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 

2.7 Pembiayaan 

a.	 Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber 
pembiayaanjkredit perkebunan. 

b.	 Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 

c.	 Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedeeaan. 

d.	 Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah 
kabupaten. 

2.8 PerUnduugan Perkebunan 

a.	 Pengamatan, identifikaei, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak 
kerugian OPT jfenomena iklim wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPTjfenomena iklim 
wilayah kabupaten. 

c.	 Penyebaran informasi keadaan serangan OPT jfenomena iklim dan 
rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 

d.	 Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai eumber 
OPTjfenomena iklim wilayah kabupaten. 

e.	 Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasj tanaman dan bagian 
tanaman wilayah kabupaten. 

f.	 Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi 
OPTjfenomenaiklim wilayah kabupaten, 

g.	 Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit 
menular tanaman wilayah kabupaten. 

h.	 Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten. 

2.9 Perizlnan Usaha 

a.	 Pemberian izin usaha perkebunan wilayab kabupaten. 

b.	 Pemantauan dan pengawasan izin usaba perkebunan <Ii wilayab 
kabupaten, 
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2.10 Teknls Budidaya 

Bimbingan penerapan pedo
kabupaten. 

man teknis budidaya perkebunan wilayah 

2.11 Pembinaan Usaha 

a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan 
pencapaian pola kerjaeama usaha tani wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan aanitaei lingkungan 
usaha perkebunan wilayah kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan etudi amdaljUKL-UPL di bidang perkebunan wilayah 
kabupaten. 

d.	 Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 

e.	 Bimbingan penerapan pedomanjkerjasama kemitraan usaha perkebunan. 

2.12 Panen, Pasca Panen dan PengoJah s D HasU 

a.	 Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan basil 
perkebunan wilayah kebupaten. 

b.	 Bimbingan peningkatan mutu haeil perkebunan wilayah kabupaten. 

c.	 Penghitungan perkiraan kehilangan b!l:;W perkebunan wileyeh kabupaten. 

d.	 Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transpcrtaei, unit 
penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 

e.	 Penyebarluasan dan pemantauan penerepan teknologi panen, pasca panen 
dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 

f.	 Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 
wilayah kabupaten. 

2.13 Pemasaran 

a.	 Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten. 

b.	 Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 

c.	 Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 

d.	 Pengawasan harga komoditaa perkebunan wilayah kabupaten. 

2.14 Barans Usahs 

a.	 Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan teknis pem.bangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, 
Pep.g91M~ dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran basil 
perkebunan wilayah kabupaten. 

2.15 Pengembangan Ststlstlk dan Slstem Informasl Perkebunan 

a.	 Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan penerapan sistem informaei perkebunan wilayah kabupaten. 
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3. Petemakan dan KesehataD Bewan 

3.1 Kawasan Petemakan 

a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten. 

b. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten. 

c. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 

d. Pengembangan lahan hijauan pakan. 

e. Penetapan padang pengembalaan. 

3.2 Alat claD MeslD PetemakaD claD KesehataD Be""'" claD KeaehataD 
Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan 
kesmavet wilayah kabupaten. 

b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan 
kesehatan hewan dan kesmavet. 

c. Pengawasan penerapan standar mutu 
kesehatan hewan dan kesmavet. 

alat dan mesin peternakan dan 

d. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin petemakan dan 
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 

e. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan 
meein peternakan dan kesehatan hewan 
kabupaten. 

dan pengujian alat dan 
dan kcsmavet wilayah 

f. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterrrakan 
dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 

g. Analisis teknie, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan 
dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten. 

h. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan 
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 

1. Pembinaan dan pengembangan bengkelj pengrajin alat dan meein 
peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan 
kesehatan .hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 

k.	 Pe1aksanaan kajian, pengen.alan dan pengembangan teknologi tepat guna 
bidang peternakan dan kesehatan hewan dan keemavet wilayah 
kabupaten. 

1.	 Pclaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan 
dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten. 

3.3 Pemanfaatan Air untuk Petemakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet 

a.	 Bimbingan pemanfaatan air untuk uaaha petemakan, kesehatan hewan 
dan kesmavet wilayah kabupaten. 
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b.	 Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air 
untuk usaha petemakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 

3.4	 Obat Hewan, Vabln, sera dan sedlaan Biologia 

a.	 Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten. 

h.	 Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten. 

c.	 Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten. 

d.	 Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, 
k:ios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. 

e.	 Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 

f.	 Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer 
obat hewan wilayah kabupaten. 

g.	 Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat 
hewan wilayah kabupaten. 

h. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kabupaten.
 

t, Birnbingan penyirnpanan dan pemakaian obet hewan.
 

J.	 Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten. 

k.	 Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat 
hewan wilayah kabupaten. 

I.	 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan baban produk asal hewan dari 
reaidu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten. 

m.	 Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera 
dan bahan diagnostik biologis untuk: hewan wilayah kabupaten. 

n.	 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten. 

o.	 Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisionaljpabrikan 
wilayab kabupaten. 

p.	 Bimbingan kelembagaanyAsosiasi bidang Obat Hewan (ASOHl) wilayab 
kabupaten. 

3.5	 Pakan Ternak 

a Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbiogan produksi pakan dan baban baku pakan ternak wilayab 
kabupaten. 

c.	 Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten. 

d.	 Bimbingan standar mutu pakan temak wilayah kabupaten. 

e.	 Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten. 

f.	 Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah 
kabupaten. 

g.	 Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 

113 



h.	 Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah 
kabupaten. 

I.	 Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat 
wilayah kabupaten. 

J.	 Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan 
pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten. 

k.	 Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah 
kabupaten. 

I.	 Pelaksanaan pemerikaaan pakan jadi wilayah kabupaten. 

m.	 Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten. 

n.	 Pe1aksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and 
supplement) wilayab kabupaten. 

o.	 Bimbingan produksi benih hijauan pakan temak wilayah kabupaten. 

p.	 Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan temak wilayah 
kabupaten. 

3.6 Biblt Temak 

a.	 Bimbingan seleksi temak bibit wilayah kabupaten. 

b.	 Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah 
kabupaten. 

e.	 Bimbingan registrasijpencatatan ternak bibit wilayah kabupaten. 

d.	 Bimbingan pembuatan dan pengesahan eileilah ternak. 

e.	 Pengawasan peredaran bibitjbenih temak wilayah kabupaten. 

f.	 Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten. 

g.	 Penetapan pen~naanbibit unggul wilayah kabupaten. 

h.	 Bimbingan pelestarian plasma nutfah petemakan wilayah kabupaten. 

1.	 Pengadaanjproduksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten. 

k.	 Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh 
masyarakat. 

I. Produkai mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayab kabupaten. 

ffi. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten. 

n.	 Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan 
meliputi earana, tenaga kerja, mum den metode wilayah kabupaten. 

o.	 Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten. 

p.	 Pelakaanaan penetapan penyaluran tern.ak bibit yang dilakukan oleh 
swasta wilayah kabupaten. 

q.	 Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten. 

r.	 Bimbingan kastrasi temak non bibit wilayeh kabupaten. 
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s.	 Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten. 

t.	 Bimbingan pelaksanaan pengadaan danj atau produkei mudigah, alih 
mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah 
wilayah kabupaten. 

u.	 Pengadaan dan pengawasan bibit temak wilayah kabupaten. 

v,	 Bimbingan pelaksanaan inseminaei buatan yang dilakukan oleh ewaeta 
wilayah kabupaten. 

w.	 Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah 
kabupaten. 

x.	 Bimbingan pemantauan produkei mani beku temak lokal (lokal spesifikj 
wilayah kabupaten. 

y.	 Bimbingan pengadaan produksi mani beku temak produkei dalam negeri 
wilayah kabupaten. 

z. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. 

aa. Bimbingan pelakeanaan penyebaran bibit ungguL wilayah kabupaten. 

bb.Bimbingan pe1aksanaan uji reformans recording dan selekei wilayah 
kabupaten. 

cc.	 Bimbingan peleksanean identifikasi perbibitan wilayah kabupaten. 

3.7	 Pemblayaan 

a.	 Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan 
perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten, 

b.	 Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber 
pernbiayaanjkredit program wilayah kabupaten. 

c.	 Bimbingan penyusunan rencana uaaha agribisnis wilayah kabupaten. 

d.	 Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah 
kabupaten. 

e.	 Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program 
wilayah kabupaten. 

3.8	 KesehataD Hewan (K.eswaD.), Keeehatan Masyarakat Veterlner dan 
Kesejahteraan Hewan. 

a.	 Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan 
hewan wilayah kabupaten. 

b.	 Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan 
tempat penjajaan PAH. 

c.	 Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH 
yang mendapat NKV. 

d.	 Pengawasan lalu lintas produk temak darijke wilayah kabupaten. 

e.	 Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 

115
 



f.	 Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit 
pelayanan keswan wilayah kabupaten , 

g.	 Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional 
pasar hewan dan unit-unit pe1ayanan keswan wilayah kabupaten. 

h. Pengamatan, 
kabupaten. 

penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah 

Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 

j. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis 
keamavet serta kesejahteraan hewan wiIayah kabupaten. 

pelayanan keswan, 

k. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 

1.	 Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan 
laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. 

m.	 Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 

n.	 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan 
penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 

o.	 Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 

p.	 Penutupan dan pembukaan kem.bali status daerah wabah kabupaten. 

q.	 Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, 
bahan asal hewan keydari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah 
kabupaten. 

r.	 Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan 
dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan 
petemakan terpadu, rumah sakit hewan dan pe1ayanan keswan. 

s.	 Pengawesen lalu Iintaa ternak, produk ternak dan hewan keeayangan dari/ke 
wilayah kabupaten. 

t.	 Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek 
dokter hewan mandiri, klinik hewan). 

u.	 Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian 
dan penanggulangan penyakit hewan. 

v.	 Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 

w.	 Bimbingan pelayanan kesehatao hewan pada lembaga-lembaga maupun 
perorangan yang mendapat ijin kcneervaei satwa liar. 

x,	 Bimbjngan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet Pi RPH, tempat 
pemotongan hewan eementara, tempat pemotongan h€WaI1 darurat dan 
usahasusu. 

y.	 Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata 
niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). 

z.	 Bimbingan pelaksanaan sosialieasi dan surveilance HQ:?O.Td An(l1ysis 
Critical Control Point (HACCP). 
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f.	 Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran temak wilayah kabupaten. 

g.	 Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registraei dan redistribusi 
temak wilayah kabupaten. 

h.	 Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten. 

1.	 Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten. 

J.	 Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 

k.	 Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 

1.	 Pe1aksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran temak. 

m.	 Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 

n.	 Bimbingan pelaksanaan evaluaai pelaporan penyebaran dan 
pengembangan ternak. 

3.10 PerlzlDanl Rekomendaal 

a.	 Pemberian izin usaha budidaya petemakan wilayah kabupaten. V 
b.	 P~mberian izin rumah sakit hewanjpasar hewan. 

c.	 Pemberian izin praktek dokter hewan. 

d.	 Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 

e.	 Pendaftaran usaha petemakan. 

f.	 Pemberian izin 'usaha RPHjRPU. 

g.	 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha petemakan. 

h.	 Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan 
keswan. wilayah kabupaten. 

I,	 Pengembangan alat dan mesin petemakan dan keswan seeuai standar 
wilayah kabupaten. 

J.	 Pemberian izin usaha abat hewan eli tingkat depo, toko, kios dan pengecer 
obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayab kabupaten. 

k.	 Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten. 

1.	 Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 

m.	 Pemberian surat keterangan asaljkesehatan bahan asal ternak dan haail 
bahan asal temak. 

n.	 Pemberian rekomendaei instalasi karantina hewan eli wilayah kabupaten. 

a.	 Pembinaan izin usaha budidaya hewan lresayangan kabupaten. 

p.	 Pemberian izin usaha alat angkutjtranspartasi produk petemakan. 

r.	 Bimbingan standar teknie unit usaha produk pangan asal hewan wilayah 
kabupeten. 

s.	 Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten. 
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3.11 Pemblnaan Usaha 

a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman ketjasamajkemit
ueaha peternakan wilayah kabupaten. 

raan 

b. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, 
pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 

pembinagn mutu dan 

c. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga eietem mutu pr
peternakan dan haail bahan asal wilayah kabupaten. 

oduk 

d. Bimbingan penin.gkatan mutu 
hewan wilayah kabupaten. 

hasil peternakan dan hasil bahan asal 

e. Bimbingan pengelolaan unit pengoIahan, alat transportasi, 
penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten. 

unit 

f. Promosi komoditas petemakan wilayah kabupaten. 

g. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran haeil peternakan wil
kabupaten. 

ayah 

h. Bimbingan kelembagaan usaha tani, roanajemen usaha 
pencapaian pola kerjasama uaaha tani wilayah kabupaten. 

tani dan 

i. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembi
mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 

naan 

J.	 Pem.binaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan 
keswan. 

k.	 Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 
petemakan wilayah kabupaten. 

1.	 Bimbingan pemantauan dan pem.eriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan 
usaha peternakan wilayah kabupaten. 

ID.	 Bimbingan dan pelaksanaan studi amdaljUKL-UPL di bidang petemakan 
wilayah kabupaten. 

n.	 Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 

o.	 Birnbingan penerapan pedoman kerjasamaykemitraan usaha peternakan 
wilayah kabupaten, 

3.12 Sanula U.aha 

a.	 Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah 
kabupaten. 

b.	 Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, 
pengclahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil 
peternakan wi1ayah kabupaten. 

3.13 Panen, Pasca Panen daD Pcngolahan RasU 

a.	 Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil 
petemakan wilayah kabupaten, 
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b.	 Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah 
kabupaten. 

c.	 Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat traneportaai dan unit 
penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten. 

d.	 Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen 
dan pengolahan hasil petemakan wilayah kabupaten. 

e.	 Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 
peternakan wilayah kabupaten. 

3.14 PemasaraD 

a.	 Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 

b.	 Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 

c.	 Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 

3.15 PengembangaD Sistem Statistlk dan ID.formasl Petemakan dan Hewan 

a.	 Penerapan sistem peratatistikan dan informasi petem.akan wilayah 
kabupaten, 

b.	 Pengumpulan, pengolahan dan analiais data petemakan wilayah 
kabupaten. 

c.	 Bimbingan penerapan per-statistikan petemakan dan keswan wilayah 
kabupaten. 

d.	 Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten. 

4. Ketahanan Pangan 

4.1 KetahaDaD Paagan 

a.	 ldentifikasi potenai sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman 
konaumsi pangan maeyarakat, 

b.	 Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku 
lokal. 

c.	 Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 

d.	 Pencegahan dan pengendalian maealah pangan sebagai akibat 
menururmya ketersediaan pangan. 

e.	 Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 

f.	 Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu 
kabupaten. 

g.	 Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 

h. Penanganan dan penyaluran 
tingkat kabupaten. 

pangan untuk kelompok rawan pangan 

i. Pencegahan dan penanggulangan rnA.salah 
menurunnya mum. gizi dan keamanan pangan. 

pangan sebagai akibat 
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J.	 Identifikaai kelompok rawan pangan. 

k.	 Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 

1.	 Pengembangan infrastruktur dietribuei pangan kabupaten. 

m.	 Pencegahan dan pengendalian masaiah pangan sebagai akibat penurunan 
akses pangan. 

n.	 Informasi harga di kabupaten. 

u.	 Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat 
kabupaten. 

p.	 Identifikasi pangan pokok masyarakat. 

q.	 Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 

r.	 Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan 
masyarakat. 

s.	 Analisis mutu, W dan keamanan produk pangan masyarakat. 

1.	 Analisis mutu dan gi.zi konsumsi masyarakat. 

u.	 Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala 
keciljrumah tangga. 

v.	 Identifikasi L8M dan tokoh masyarakat kabupaten. 

w.	 Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten. 

x.	 Pengembangan "trust fund" di kabupaten. 

y.	 Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan. 

z.	 Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten. 

4.2 Keamanan Pangan 

a.	 Penerapan standar BMR wilayah kabupaten. 

b.	 Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah 
kabupaten. 

c.	 Pembinaan sistem manajemen Iabcratorium uji mutu dan keamanan 
pangan kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten. 

4.3 Pengembangan Snmber Daya Mannala (SDM) Pe_nlan 

a.	 Penetapan kebijakan 8DM pertanian tingkat kabupaten. 

b.	 Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah 
kabupaten. 

c.	 Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungaional frumpun ilmu 
hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten. 

d.	 Penyiapan tenaga didikjpeserta pendidikan keahlian dan keterampilan. 
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4.4 Penyuluhan PertaDian 

a.	 Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 

b.	 Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah 
kecamatanydeea. 

c.	 Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian eli kabupaten sesuai norma 
dan standar. 

d.	 Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditaei jabatan penyuluh 
pertanian. 

e.	 Penerapan standar dan prosedur sistem kerja pcnyuluhan pertanian. 

f.	 Perencanaan penyuluhan pertanian eli tingkat desa, kecamatan dan 
kabupaten. 

g.	 Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. 

4.5 PeneHtlan cbm Pengem_gan Telmologi PertanlaB 

Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil 
penelitian dan pengkajian. 

4.6 PerllDdungan Varietas 

a.	 Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya 
pacta satu kabupaten. 

b.	 Izin penggunaan varietas Iokal urrtuk pembuatan varietas turunan esensial 
yang sebaran geografisnya pacta satu kabupaten. 

4.7 Sumber Daya Genetik ISDGI 

a.	 Pengaturan haail pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi 
SDG dan kesejahteraan masyarakat. 

1;>.	 Pengawasan penyusunan perjanjian akses terbadap pembagian 
keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada eli wilayahnya. 

4.8 Standariaasl dan Akreclitaal 

a.	 Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian eli bidang standarisasi 
sesuai pengalaman di kabupaten. 

b.	 Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonoroi dalam penyuaunan 
rencana dan program nasional di bidang standarisasi di kabupaten. 

c.	 Koordinasi standarisasi sektor pertanian ill kabupaten. 

d.	 Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuekan. 

e.	 Rekomendasi aspek teknis, somal dan bisnis dalam rencana pemberlakuan 
wajib SNI serta mengusuJkan usulan pemberlakuan wajib SNJ. 

f.	 Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses 
akreelitasi eli kabupaten. 
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g.	 Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor 
pertanian di kabupaten. 

h.	 Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi 
sektor pertanian di kabupaten. 

L Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan 
daya saing produk pertanian. 

J.	 Faeilitasi penyebaran dokumentasi dan infonnasi standarisasi sektor 
pertanian di kabupaten. 

k.	 Faeilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarieasi di 
kabupaten. 

1.	 Fasilitael penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi 
sektar pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten. 

AA. BIDANG KEHtlTANAN 

1.	 Inventarisasl Rutan 

Penye1enggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala 
DAS dalam wilayah daerah kabupaten. 

2.	 PenUDJukan Kawasan Rutan, Rutan Produksi, Rutan Lindung, Kawasan 
PeleetariaD Alam, Kawasa:g. Suaka AIam daD Tamall B~ 

Pengusulan penunjukan kawasan produksi, hutan lindung, kawasan 
peleatarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. 

3.	 Kawasan Rutan dengan TlQuan Khu.us 

Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk 
masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala daerah 
kabupaten dengan pertimbangan gubernur. 

4.	 PenatagunaaD Kawaaan Rutan 

Pengusulan peru.bahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari 
lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar 
kawasan hutan. 

5.	 Pembentukan wilayah Penge10laan HutlUl 

Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan 
wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah 
pengelolaan hutan. 

6.	 Rencaua Pengelolaall Jangka I'al\jlUlg (Dna Puluh Tahuuan) Unit KesatUlUl 
Peugelolaall Rutan Produbl IKPHPJ 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit 
KPHP. 
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7.	 Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPBP 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit 
KPHP. 

8.	 Rencana Penge10laan Jangka Pendell (Tahunan) Unit KPHP 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka Pendek unit 
KPHP. 

9.	 Rencana KeJja Usaha Dua Puluh TahuDan Unit Usaha Pemanfaatan Butan 
Produksi 

Petimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit 
usaha pemanfaatan hutan produksi. 

10. Rencana Pengelolaan Lima TahUDan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan 
Produbi 

Pertimbangan teknie pengesahan rencana kerja lima tahtman unit pemanfaatan 
hutan produksi. 

11.	 Reacana Peagelolaaa TahuDaD IJaugka Peadek) UDit Usaha Pemanfaataa 
Rutan Produksi 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) 
unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 

12. Penataan Bataa Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 

Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan 
penataan batas Iuer areal ketja unit pemanfaatan hutan produksi dalam daerah 
kabupaten. 

13.	 Reacaaa Peagelolaaa Dua Puluh Tahuuau (Jaagka PauJaug) Ualt Keaatuaa 
Peagelolaaa Rutao L1nduug (KPHL) 

Pertimbangan tcknis pengesahan rencana pengelolaan dua pulub tahunan 
liangka panjang) Unit KPHL. 

14. Reaeana Peagelolaaa Lima Tahunaa (Jaagka Meaeagah) Ualt KPHL 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka 
mencngah) unit KPHL. 

15.	 Reaeana Peagelolaau Tahuaaa IJaugka Peadek) Ualt KPHL 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) 
unit KPHL. 

16.	 Reaeana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahuuaa) Uait Usahs Pemaufaatao Butao 
LiDduag 

Pertimbangan teknie pengesahan rencana kerja [dua puluh tahunan) unit 
useha pemanfaatan hutan lindung. 
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17.	 Rencana Pengelolaan Lima Tahun Lima Tahunan Uangka menengahl unit 
usaha l'emanfaatan Hutan Llnd11Dg 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka 
menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 

1B.	 Reneana Pengelolaan Lima Tah11Dan (Janglm Pendek) Unit Uoaha 
Pemanfaatan Hutan LlndUDg 

Pertimbangan telmis pengesahan rencana pengclolaan tahunan [jangka pcndek) 
unit uaaha pemanfaatan hutan lindung. 

19. Penataan areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung 

Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan 
hutan lindung kepada Provinai. 

20. Reneana Pengelolaan Doa Polllh Tah11DaD IJangka 1'aJIjang) Unit Kesaman 
l'engelolaan Hutan KonaervaoilKI'HK) 

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang] 
unit KPHK. 

21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengaht Unit KPHK 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka 
menengah) Unit KPHK. 

22. Reneana Pengelolaan Janglm Pendek (Tah11Danl Unit KI'HK 

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan] unit KPHK. 

23. Reneana Pengelolaan Jangka Panjang (Du.a Poluh Tah11DaD) eagar Alam, 
Soaks Margasatwa, Taman Hasiona!, Taman Wlsata Alam dan Taman BlU1I 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (Dua 
Puluh Tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, 
Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala daerah kabupaten. 

24. Rencana Pengelolaan Janglm Menengah eagar Alam, Suaka Margasatwa, 
Taman Rasiona!, Tama:o Wlsata Alam dan Taman Buru 

Pertimbangan telmis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk 
Cagar Alam, Suaka Margaeatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan 
Taman Burn skala daerah kabupaten. 

25. Rencana Penge10laan Lima jangka pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, 
Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru 

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk 
Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan 
Taman Burn skala daerah kabupaten. 
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26. Pengelolaan Taman Rutan Raya 

Pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan dan 
penataan blok (ronasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan 
jasa lingkungan serta rehabilitasi di Taman Huta Raya skala daerah kabupaten. 

27. Rencana KehutaDan 

Penyuaunan rencana-rencana kehutanan tingkat daerah kabupaten. 

28. Sistem IIlformasl KehutaDBD (Numerlk dan Spaslsll 

Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat daerah 
kabupaten. 

29. Pemanfaatan Haall Rutan pada Rutan Produlml 

Pertimbangan teknis kcpada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada 
kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. 

30. Pemungutan Ha8l1 Rutan pada Rutan Produksl 

Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil 
hutan bukan kayu pad-a b.uten produkai skala daerah kabupaten kecuali pada 
kawasan hutan 

31. Pemanfaatan Kawasan Rutan dan Jasa LiDgkungan pada Rutan Produksl 

Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan huten dan jasa lingkungan skala 
kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM 
Perhutani. 

32. Industri PengoJaban Basil Rutan 

Pertimbangan teknis pemberian Izin Industri primer hasil hutan kayu. 

33. Penatausahaan Basil Rutan 

Pengawasan dan pengendalian penatausahaan basil hutan skala kabupaten. 

34. Pemanfaatan Kawasan Rutan pada Rutan LiDdung 

Pemberian perizinan pcmanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan 
bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam (Appendix) 
CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada 
kawasan hutan negara wilayah kerja Perum Pcrhutani. 

35. Penerimaan lfegara buun Pajak Bidang KehutaD.8.D 

Pelaksanaan pemungutan pcnerimaan negara bukan pajak skala kabupaten. 
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36. Perencanaan RehabilltasJ. Hutan clan Laban Termasuk Hutan Mangrove 

a.	 Penetapan lahan kritis skala kabupaten 

b.	 Pertimbangan tcknis rencana rehabilitasi hutan dan laban DAS/ Sub DAS. 

c.	 Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan 
rehabilitasi hutan pada hutan taman raya skala kabupaten. 

d.	 Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan 
rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani 
izin pemanfaatanypengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala 
kabupaten. 

37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan 
pengelolaan DAS skala kabupaten. 

38. Pelaksanaan Rehabilltasi Hutan d.sJJ. Laban termasuk Hutan Mangrove 

a.	 Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan haail rehabilitasi hutan 
pada taman hutan raya ekala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan 
pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ 
pengelolaan hutan, dan laban diluar kawasan hutan skala kabupaten. 

39. Reklama81 Rutau pacla Areal yaug c1ibebaul hID Peugguuaau KaWUBD 
Rutan 

Pertimbangan teknie rencana reldamasi dan pemantauan pelaksanaan 
reklamasi hutan. 

40. Reklamasi Rutan Areal BencBJ18. Alam 

Penyusunan rencana dan pelakeanaan reklamasi hutan pada areal bencana 
alarn ekala kabupaten 

41. Pemberclayaan Masyarakat setempat eli dalam d.sJJ. di sekitar Butan 

Bimbingan masyarakat pengembangan kelembagaan dan ueaha serta kemitraan 
masyarakat setempat di dalam dan disekitar kawasan hutan. 

42. PeugembBDgBD Rutan Hak c1au Aueka Usaha KehutanBD 

Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha 
kehutanan. 

43. Rutau Kota 

Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan 
pengamanan hutan kota. 
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44. Pembenfhan TanamaD Batan 

Inventarisasi dan identifikaei serta pengusulan calon areal sumber daya 
genetik, pembinaan penggunaan benih/ bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber 
benih dan mutu benih/ bibit tanaman hutan. 

45. Pengusahaan Pariwisata Alam. pada KawallaD Pelestarlan Alam., dan 
Pengusahaan Taman Buru, Areal BunJ dan KebuD Buru 

Pertimbangan teknie pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta 
pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten. 

46. Pemanfaatan Tumbahan dan Satwa Liar 

Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak 
dilindungi dan tldak termasuk di dalam lampiran (Appendix) CITES. 

47. Lembaga Konservasi 

Pertimbangan teknis iztn kegiatan lembaga konservasi (antara lain Kebun 
Binatang, Taman Safari) skala kabupaten. 

48. PerliDdUDgaD Rutan 

a,	 Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang 
tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten. 

b.	 Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan 
perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala 
kabupaten. 

49. PeneUtiaD dan PengembaDgaD Kehutanan 

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan tingkat kabupaten 
dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan Iindung 
yang tidak ditetapkan sebagei kawasan hutan dengan tujuan khusus skala 
kabupaten. 

50. Peuyuluhan Kehutanan 

Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala 
kabupaten. 

51. Pedlbinaan dan PeDgeudaUaD Bidang KehutBDaD 

Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pemantauan, dan Evaluasi bidang kehutanan 
skala kabupaten. 

52. Peuga.......... Bldang KehutaDaD
 

Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh 
deea/ masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggara oleh 
desa/ masyarakat dibidang kehutanan. 
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BB. BIDARG EIfERGI DAR SUllIIBER DAYA MINERAL 

1. Mineral, Batu Bara, Panas Bum! dan Air Tanah 

a.	 Pembuatan Peraturan Perundang-undangan kabupaten dibidang Mineral, 
Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah. 

b.	 Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral 
dan batu bara serta panas bumi skala kabupaten. 

c.	 Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten. 

d.	 Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan 
izin penurapan meta air pacta cekungan air tanah pada wilayah kabupaten. 

e.	 Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada 
wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi. 

f.	 Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi 
produksi. yang berdampak lingkungan langsung pacta wilayah kabupaten dan 
If3 (sepertiga) don wilayah kewenangan prcvinsi, 

g.	 Perobinaandan pengawasan pela.ksanaan izin usaha pertambangan mineral, 
batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari 
wilayah kewenangan provinsi. 

h.	 Pemberian lzin badan usahajasa pertambangan mineral, batu bara dan panas 
bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten. 

i.	 Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa 
pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka penanaman 
modal eliwilayah kabupaten. 

J.	 Pembinaan dan pengawasan keselam.atan dan kesehatan ketja, lingkungan 
pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konaervasi dan 
peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara 
dan panas bumi, pada wilayah kabupaten. 

k.	 Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten. 

1.	 Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan 
pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan 
peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam. wilayah kabupaten. 

m.	 Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten. 

n.	 Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam. wilayah 
kabupaten. 

o.	 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, 
dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak 
lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten. 

p.	 Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah 
kabupaten. 
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q.	 Pengelolaan data dan informasi mineral, batu bara dan panas bumi dan air 
tanah eerta pengusahaan dan SIG wilayeh kerja pertambangan di wilayah 
kabupaten. 

r.	 Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan 
cadangan mineral dan batu bara di wilayah kabupaten. 

s.	 Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan 
fungsional kabupaten. 

2. Geologl 

a.	 Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bera dan 
panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada 
wilayah kabupaten. 

c.	 Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi 
pada wilayah kabupaten. 

d.	 Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan 
bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten. 

e.	 Pelaksanaan inventarieasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan 
bencana dan kawasan lingkungan geo1ogi pada wilayah kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 

g.	 Inventariaasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah 
kabupaten, 

h.	 Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 

i.	 Pengelolaan infonnasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah 
kabupaten. 

k,	 Pengelolaan data dan informaai geologi pada wilayah kabupaten. 

3. Ketenagall8trikan 

a.	 Penetapan Peraturan Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 

b.	 Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten.-
e.	 Pemberian IUKU yang sarana maupun energi Iistriknya dalam kabupaten. 

d.	 Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang 
izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten. 

e.	 Pengaturan harga jual tenga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya 
dikeluarkan cleh kabupaten. 

f.	 Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten. 

g.	 Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang 
IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. 
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h.	 Pemberian izin ueahe jasa penunjang tenaga Iistrik bagi badan usaha dalam 
negeriymayoritas sahemnya djmiliki oleh penanam modal dalam negeri. 

1.	 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagaliatrikan yang 
izinnya diberikan oleh kabupaten. 

j.	 Penyediaan listrik pedesean di wilayah kabupaten. 

4. _yak dan Ga. Buml 

4.1 Keglatan U••ha Hulu _yak dan Gas Buml fMlga8) 

a.	 Penghitungan produksi dan realisasi Lifting minyak bumi dan gas bumi 
bereama pemerintah. 

b.	 Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah .kerja kontrak kerja sama 
untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas eli wilayah kabupaten. 

c.	 Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan eli sub sektor 
rrugas. 

4.2 Keglatan Usaha BWr Mlnyak dan Gas Buml (Mips) 

a.	 Pengawasan pengendalian pendistribusian dan data niaga bahan bakar 
minyak dari agen dan pangkalan dan eampai konsumen akhir eli wilayah 
kabupaten. 

b.	 Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan 
migas. 

c.	 Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar urrtuk 
Umum (SPBU). 

d.	 Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka 
kegiatan usaha migas eli kabupaten operasi daratan dan di kabupaten 
operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dati wilayah 
kewenangan Provinsi. 

4.3 Keglatan Usaha Jan PenUDJang Mlnyak dan Gas BumIIMlgaaI 

a.	 Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka 
kegiatan usaha migas di kabupaten operasi daratan dan eli kabupaten 
operasi pada wilayab kabupaten dan 1/3 (seperliga) dari wilayab 
kewenangan provinsi. 

b.	 Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan 
fungsional kabupaten. 

5. PendidtJran dan Pelatlhan (Dlklatl 

a.	 Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment 
bekerjasama dengan lembaga assessment bekerjasama dengan lembaga 
assessment DESDM. 

b.	 Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional 
tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten. 
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CC. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

1. KelautaD 

a.	 Pelak.sanaan kebijakan pengelolaan eumber daya kelautan dan ikan d.i wilayah 
laut kewenangan .kabupaten, 

b.	 Pelakeanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut d.i wilayah 
laut kewenangan kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah peeieir dan pulau-pulau ked! 
termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten. 

d.	 Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum d.i wilayah laut kewenangan 
kabupaten dan pemberian informaei apabila terjadi pelanggaran diluar batas 
kewenangan kabupaten. 

e.	 Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut d.i wilayah 
kewenangan kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan 
wilayah laut. 

g.	 Pemberdayaan masyarakat peeisir d.i wilayah kewenangan kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber 
daya delam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan d.i 
wilayah kewenangan kabupaten. 

i.	 Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari 
kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah 
dan provinsi, 

J.	 Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan ekeplorasi, eksploitasi, koneervasi 
dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah Iaut kewenangan kabupaten. 

k.	 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan 
perikanan. 

1.	 Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigaei bencana alam di wilayah 
pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten. 

m.	 Pelakeanaan koordinasi dan kerja eama dengan kabupaten lain terutama 
dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 

n.	 Pelakeanaan Pemetaan potenei sumber daya ke4111tM di wilayah perairan laut 
kewenangan kabupaten. 

o.	 Pelaksanaan penyeraeian dan pengharmonisasian pengeIolaan wilayah dan 
eumber- daya Iaut kewenangan kabupaten. 

p.	 Pelaksanaan dan koordinaei pengelolaan wilayah laut didalam kewenangan 
kabupaten. 

q.	 Pelakeanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan eumber daya ikan eerta 
lingkungannya. 

r.	 Pe1aksanaan koordinaei antar kabupaten dalarn hal pelakeanaan rehabilitasi 
dan peningkatan sumber daya ikan sert.a lingkungannya. 
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s.	 Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang urrtuk diperdagangkan, 
dimasukkan dan dike1uarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 

1.	 Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 

u.	 Pelaksanaan mitigasi keruaakan Iingkungan peeieir dan 1~1-1t di wiiayah laut 
kewenangan kabupaten. 

v.	 Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan 
kabupaten. 

w.	 Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut 
kewenangan kabupaten. 

x.	 Pelaksanaan eksploraei, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan 
perairan danau, eungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah 
kabupaten, 

y.	 Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan 
dalam wilayah kewenangan kabupaten. 

z.	 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan 
rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten. 

aa. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut 
wilayah kewenangan kabupaten. 

bb.Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber 
sumberdaya ikan kewenangan kabupaten. 

daya ikan dan lingkungan 

cc. Rehabilitasi kawasan pesisir dan puleu-pulau kecil 
kerusakan {kawasan mangrove, Iamun dan terumbu karang). 

yang mengalami 

2. Umum 

a.	 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan 
dalam wilayah kewenangan kabupaten. 

b.	 Koordinasi penyelenggaraan program, pe1aksanaan penelitian dan 
pengembangan teknologi. dibidang perikanan skala kabupaten. 

c.	 Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten. 

d.	 Pclaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu 
haail perikanan. 

e.	 Pelaksanaan kerjaeama pemanjaatan terpadu sumber daya ikan dalam 
wilayah kabupaten. 

f.	 Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan 
perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten. 

g.	 Penyusunan rencana dan pelaksanaan ketjasama internasional dalam bidang 
perikanan skala kabupaten. 

h.	 Pelaksanaan eistem informasi perikanan diwilayah kabupaten. 

1.	 Pelaksanaan bimbingan teknie dalam peningkatan kapasitae ke1embagaan 
dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten. 
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aa. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 

bb.Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit 
individualymenular yang mewabah. 

cc. Bimbingan pelakeanaan penutupan wilayah pada penyekit hewsn yang 
menular yang mewabah. 

dd.Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal 
hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 

ee. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan temak 
betina produktif. 

ff.	 Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. 

gg. Bimbingan pelakeaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk 
hewani non pangan. 

hh.	 Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan 
paraeit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 

ii.	 Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular 
skala kabupaten. 

JJ.	 Bimbingan penerapan norma, atandar teknis pelayanan keawan, kesmavet 
serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 

kk.Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 

n. Sertifikasi keswan yang keluar /masuk wilayah kabupaten. 

mm. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah 
kabupaten. 

nn. Pelaksanaan pelayanan medikyparamedik veteriner di kabupaten. 

00. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam peneegahan dan 
penanggulangan penyakit hewan merrularynon merrular, penyakit 
individual, penyakit peraeiter, virus, bakteri, penyakit reprodukei dan 
gangguan reproduksi. 

pp.Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan 
paraait, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya, 

qq. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kcsehatan hewan. 

IT.	 Sertifikasi kesehatan bewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 

3.9 Pellyebaran daIl Pellgemb8J1g&1l Petemakall 

a. Pelaksanaan kebijakan 
kabupaten. 

penyebaran pengembangan petemakan wilayah 

b. Pemantauan 
kabupaten. 

penyebaran tcmak yang dilakukan swasta wilayah 

c. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten. 

d. Bimbingan melaksanakan kebijakan 
peternakan wilayah kabupaten. 

penyebaran dan pengembangan 

e, Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakuk,an swasta. 
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j. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

k.	 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan eumber daya kelautan dan 
perikanan di wilayah perairan kabupaten. 

1.	 Per~31Ul, penyebarluasan dan bimbjngan penerapan teknologi perikanan. 

3. Perikanan Tangkap 

a.	 Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan 
kabupaten. 

b.	 Koordinasi dan pemanfaatan estimasi stok ikan diwilayah perairan 
kewenangan kabupaten. 

c.	 Pe1aksanaan dan koordinaai perlindungan, pe1estarian dan pemanfaatan 
plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan kabupaten. 

d.	 Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migraai dan penyebaran 
ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten. 

e.	 Pemberian izin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan 
kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga keIja 
asmg. 

~ 

f.	 Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengutan perikanan kewenangan 
kabupaten. 

g.	 Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan 
kabupat.en. 

h.	 Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 

i.	 Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan 
perikanan tangkap kewenangan kabupaten. 

J.	 Pelaksanaan kebijakan sistem perm.odalan, promosi dan inventasi dibidang 
perikanan tangkap kewenangan kabupaten. 

k.	 Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta 
pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten. 

I.	 Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

m.	 Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah 
perbatasan dengan negara lain. 

n.	 Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 

o.	 Pendaftaran kapal perikanan sampi dengan 10 QT. 

p.	 Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 

q.	 Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan. 

r.	 Pe1aksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh 
untuk penangkapan ikan. 

s.	 Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai 
dengan 10 GT. 
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t.	 Pe1aksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan 
penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten. 

u.	 Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon 
di perairan laut kewenangan kabupaten. 

v.	 Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan. 

4.	 Perlkanan Budidaya 

a.	 Pelaksanaan kebjjakan pembudidayaan ikan. 

b.	 Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawer, air payau 
dan laut. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan mutu benihf Induk ikan. 

d.	 Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air 
tawar, air payau dan laut. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta 
pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 

f.	 Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan. 
~ g.	 Peleksanean ke1Jij~ pembinaan tata pemanfaatan l3,jr dan tata lahar; 

pembudidayaan ikan. 

h.	 Pe1aksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana 
pembudidayaan ikan. 

1-	 Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 

J.	 Pelaksanaan potensi dan alokaei Iahan pembudidayaan ikan. 

k.	 Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/ benih ikan. 

1.	 Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenie, induk 
dasar dan benih alamo 

m.	 Pelaksanaan kebijakan perizman dan penerbitan IUP dibidang 
pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah 
kabupaten. 

n,	 Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan 
atau pemeliharaan ikan. 

o.	 Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungan. 

p.	 Pelaksanaan kebijakan pengawesan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil 
produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungannya. 

q.	 Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit 
ikan. 

r.	 Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten. 

s.	 Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 

t.	 Pemberian bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi 
lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 
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u.	 Pembinaan dan pengem.bangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan 
ikan, 

v.	 Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah 
laut kewenangan kabupaten. 

5. Pengawasan dan PengendaUaD 

a.	 Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 

b.	 Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama 
dan penyakit ikan. 

c.	 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifi.kasi perbenihan 
ikan. 

d.	 Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan 
bakunya. 

e.	 Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat traneportasi dan unit 
penyimpanan hasil perikanan. 

f.	 Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 

g.	 Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau"
kecil eli wilayah kewenangan kabupaten. 

iI.	 pengawasan pemanfaatan aumber daya ikan di wilayah laut kewenangan 
kabupaten. 

6. Pengolahan dan Pemasaran 

a.	 Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 

b.	 Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 

c.	 Pelaksanaan pengendalian mutu eli unit pengolahan, alat traneportasi dan 
unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT dan HACCP. 

d.	 Pe1aksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran 
mikroba dan bahan berbahaya lainnya Berta perairanjlingkungan tempat ikan 
hidup. 

e.	 Pelaksanaan kebijakan inventasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 

f.	 Pe1aksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan eli kabupaten. 

7. Penyuluhan dan Pendidlkan 

a.	 Pelakeanean kebijakan pembinaan eerta penyelenggaraan diklat fungsional, 
teknie, keahlian dan manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan 
perikanan eli kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan eli kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan 
perikanan eli kabupaten. 
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DD. BJDANG PERDAGANGAN
 

1. Perdagaqan Dalam Negeri 

a. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten. 

b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izinypendaftaran jaaa bienia dan 
jaea distribusi di wilayah kabupaten. 

c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluaei serta pemberian izin 
perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIU? 
Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan 
Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung 
untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkchcl mengandung 
Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIU? Bahan Berbahaya, 
Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 

d. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian 
informasi pclaksanaan wajib dafter perusahaan skala kabupaten. 

e. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan 
evaluasi kegiatan perdagangan di kabupaten perbatasan, pedalaman, 
terpencil dan pulau terluar di kabupaten. 

f. Pembinaan dan pengawaean, pemberian izin dan rekomendasi skala 
tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasarftoko modem. 
dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan [jaaa pameran, konvensi, 
dan seminar dagang) skala lokal. 

g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawaean, monitoring dan evaluasi 
kegiatan infonnasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten. 

h. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluaai kegiatan 
peningkatan penggunaan produkei dalam negeri skala kabupaten. 

i. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten. 

J. Sosialisaei, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 

k. Pelayanan dan penanganan penye1esaian sengketa konsumen skala 
kabupaten. 

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan 
Konsumen skala kabupaten. 

.~. 

m. Pengueulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah 
berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 

n. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. 

o. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam 
penyelenggaraan perlindungan konaumen. 

p. Evaluasi implementasi penye1enggaraan perlindungan kcnsumen. 

q. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaanfpetunjuk teknis 
pengawasan barang beredar dan jasa. 
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r.	 Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala 
kabupaten. 

s.	 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala 
kabupaten. 

t.	 Scsialiaasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala 
kabupaten. 

u.	 Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten. 

v.	 Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten. 

w.	 Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk 
penggunaan (manual) dan kartu jaminanjgaranai dalam bahasa Indonesia 
bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten. 

x.	 Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten. 

y.	 Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan 
potensi usaha di sektcr perdagangan skala kabupaten. 

2. l14etrologl Legal 

a.	 Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh 
penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 

b.	 Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala 
kabupaten. 

c.	 Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 

d.	 Pelayanan tera dan tera ulang UTIP setelah melalui penilaian etander 
ukuran dan laboratorium metrologi. legal oleh pemerintah. 

e.	 Fasilitaei penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten. 

f.	 Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTIP. BDKT dan 51. 

g.	 Pembinaan operasional reparatir UITr. 

h.	 Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML. 

3. Perdaglmgan Luu Neger! 
,  a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan 
~ kebijakan bidang ekspor. 

b.	 Koordinasi dan eceialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 

c.	 Monitoring danpeIaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 

d.	 Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 

e.	 Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan 
kebijakan bidang impor. 

f.	 Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten. 

g.	 Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu 
barang. 
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h.	 Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; 

1.	 Pengujian, inspeksi teknis dan sertiflkasi dilakukan oleh lembaga uji, 
.inspeksi teknia, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 

J.	 Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten. 

k.	 Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA 
dan penelusuran asal barang. 

1.	 Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelueuran asal 
barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk. 

m.	 Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 

n.	 Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 

o.	 Penyediaan bahan masukan, sosialisaei, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan 
monitoring dan pelaporan, penyediaan informaei potensi ekspor daerah 
sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 

p.	 Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam 
sidang komoditi internasional. 

q.	 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan 
skala kabupaten. 

r.	 Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan 
luar negeri. 

4.	 Keljasama Perdagangan Internaslona! 

a.	 Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan 
Internaaional. 

b.	 Monitoring dan sosialieasi hasil-hasil kesepakatan kerjaeama perdagangan 
internasional. 

c.	 Monitoring dan soeialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan 
bilateral. 

d.	 Monitoring dan sosialisasi dumping, subeidi, dan safeguard. 

5.	 Pengembangan _por Baslona! 

a.	 Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten. 

b.	 Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten. 

6.	 Perdagangan Beljnnglra Komoditl, Alternstlf Pemblnysan Slstem Resl 
Gndang, Pasar Lelang 

a.	 Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus
kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 

b.	 Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan reel 
gudang. 

c.	 Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap 
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten. 
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EE. HIDANG PERIHDUSTRJAN 

1. Perlzlnan 

a.	 Penerbitan tanda daftar industri dan lUI skala investaei sl d Rp 10 miliar tidak 
termaeuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b.	 Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh 
pemerintah dan provinai, 

c.	 Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten. 

2. Usaha IDdustrt
 

Penetapan bidang uaaha industri prioritas kabupaten.
 

3. Fasllitas Usaha IDdustrt 

Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten. 

4. PerllDdungan Usaha IDdustri 

Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di 
kabupaten. 

5. Perencanaan daD Program 

a.	 Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten. 

b.	 Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri. 

c.	 Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri. 

6. Pemasarau
 

Promosi produk industri kabupaten.
 

7. Telmologt 

a.	 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang 
industri di kabupaten. 

b.	 Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan 
teknologi di bidang induetri. 

c.	 Sosialisaai hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang 
industri. 

8. Btandarlsasl 

a.	 Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan 
dikembangkan di kabupaten. 

b.	 Ketjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten. 

9.	 Bumber Daya Munasla (80M) 

a.	 Penerapan standar kompetenei SDM industri dan aparatur pembina industri 
di kabupaten. 
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b.	 Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri eli 
kabuparen. 

10.. Permoclalan 

Paeilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga ketiangan 
bukan bank eli kabupaten. 

11. Llngkwlgan Hidup 

a.	 Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang 
e1iakibatkan oleh industri tingkat kabupaten. 

b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang eliakibatkan kegiatan 
industri eli kabupaten. 

12. Kerjasama lDduatri 

a.	 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar 
serta sektor ekonomi lainnya eli kabupaten. 

b.	 Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha 
di kabupaten. 

c.	 Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan 
regional untuk pemberdayaan industri eli kabupaten. 

13. Kelembagaan 

a.	 Pembinaan asosiasi industri/dewen tingkat kabupaten. 

b.	 Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten. 

14. Sarana daD Prasarana 

Penyusunan tata ruang kabupatcn industri d.alam rangka pengembangan 
pusat-pueat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyeeliaan sarana dan 
prasarana Galan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk 
industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi). 

15. IDformaai IDdustri 

Pengumpulan, analisis dan dieeminasi data bidang industri tingkat kabupaten 
dan pelapcran kepada provinai,.--,-" 

16. Pe_wasan IDdnstrl 

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat 
kabupaten. 

17. Moiiitorblg, Evaluasi, clan Pelaporan 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan eli 
bidang perindustrian di kabupaten. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR 04 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

I. UMUM 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan 
pemerintah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan Otonom seluas-Iuasnya untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan beldasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan Desentrallsasi mensyaratl<an pembagian urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Pembaglan urusan tersebut diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memberikan pengaluran yang tegas 
terhadap Kewenangan Pemerintahan Kabupaten yang meliputi urusan wajib dan urusan 
pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terka~ dengan pelayanan dasar (Basic 
Services) bagi masyarakat. Urusan Pemerintahan yang bersitat pilihan adalah urusan 
Pemerintahan yang diprioritaskan olen Pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang 
telkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi 
kekhasan daerah. Diluar urusan Pemerintahan yang bersitat wajib dan pilihan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pemerintahan Kabupalen 
juga melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang beldasarkan kr~eria pembagian 
urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar pnnsip 
Penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten. 

Pada prinsipnya urusan Pemerintahan dapat dikelola secara bersama antar 
lingkatan dan susunan pemerintahan atau bersifat konkuren. Oleh karena bersitat 
konkuren, maka senantiasa teldapat bagian urusan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupateniKota. 



Adapun maleli muatan dali Peraturan Daerah yang mengalur tentang Kewenangan 
im adalah sebagai berikul : 

1. Urusan Pemelinlahan. 
2. Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemelintahan Daerah. 
3. Penjelasan urusan Pemelintahan. 
4. Kelenluan Penulup. 

II. PASAL OEMI PASAL 

Pasal1
 
CukupJelas
 

Pasal2
 
Ayal (1)
 

Yang dimaksud Ekslemalilas adalah krilelia pembagian urusan Pemelirilahan 
dengan memperhalikan dampak yang limbul sebagai akibal dali penyelenggaraan suatu 
urusan Pemelinlahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersital lokal, maka urusan 
Pernelintahan lersebul menjadi kewenangan Pemelintahan Oaerah Kabupalen/Kola. 
8edangkan apabila dampaknya bersifal linlas Kabupalen/Kota dan/atau Regional maka 
urusan Pemelinlahan Provlnsi; dan apabila dampaknya bersital lintas PreYinsi dan alau 
Nasional, maka urusan itu menjadi Kewenangan Pernelintah. 

Yang dimaksud Akurilabililas adalah klilelia pembagian urusan Pemelintahan 
dengan mernperhalikan perlanggungjawaban Pemelintah, Pernelinlahan Daerah 
Provinsi, dan Pemelirilahan Daerah Kabupalen/Kola dalam penyelenggaraan urusan 
Pemelintahan tertenlu kepada masyarakal. Apabila dampak penyelenggaraan bagian 
urusan Pemelinlahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu 
Kabupalen/Kota), maka Pemelintahan Daerah Kabupalen/Kota berlanggungjawab 
mengalur dan mengurus urusen Pemerintahan lersebul. 8edagkan apabila dampak 
penyelenggaraan bagian urusan Pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari 
salu Kabupaten/Kota dalam salu Preyinsi. maka Pemelintahan Daerah Provinsi yang 
bersangkutan berlanggungjawab mengatur dan mengurus urusan Pemelintahan tersebul 
; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan Pemelirilahan dialami lebih dali satu 
PreYinsi dan/atau bersitat Nasional maka Pemerintah berlanggungjawab untuk mengatur 
dan mengurus urusan Pemelinlahan dimaksud. 

Yang dimaksud Efisiensi adalah knterta pembagian urusan Pemerintahan dengan 
memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat dipereleh dali penyelenggaraan suatu 
urusan Pemelintahan. Apabila urusan Pemlintahan lebih berdayaguna dilangani 
Pemelinlahan Daerah Kabupaten/Kola, maka diserahkan kepada Pemelintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani Pemelinlahan 
Daerah PreYinsi, maka diserahkan kepada Pemelinlahan Daerah PreYinsi. Sebaliknya 
apabila suatu urusan Pemelintahan akan berdayaguna bila dilangani Pemelintah maka 
akan tetap menjadi kewenangan Pernelinlah. 



Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu 
kesatuan dengan mempertimbangkan kaseraslan dan keadilan hUbungan antar tingkatan 
dan susunan pemerintahan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 

R,ncian setiap bidang urusan wajlb Pemerinlahan Kabupaten dalam Peraturan 
Daerah ini mencakup bidang, Sub bidang sampai dengan sub-sub bidang, Rincian 
lebih lanjut dari sub bidang dan/alau sub-sub bidang teriampir dalam Peraturan 
Daerah ini. 

Ayat (S) 
Cukup jelas 

Ayat(6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Pasal3 
Cukupjelas 

Pasal4 

Nonna adalah aturan alau ketentuan yang dipakal sebagai lalanan untuk 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam Penyelenggaraan 
Pemerinlahan Daerah. 

Prosedur adalah Metode atau Iala cara untuk penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah. 

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan 
Pemerinlahan Daerah. 

PasalS 
Cukup jelas 

Pasal6 
Cukupjelas 



I
 

Pasal7
 
Cukupjelas
 

Passl8
 
Cukupjelas
 

Pasal9
 
Cukupjelas
 

Passl10
 
Cukupjelas
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